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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alleh SWT, schingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LEGIP)
Badan Pengawasan Mehkameh Ageng RI tahun 2019 dopat disusun scsuei dengan wakiu vang
telah ditentukan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LEJIP) im merupakan peranppung
jawaban Badan Pengzwasan yang dilaksanskan selama kurun waktu satu tabun, denpan meksud
untuk mehbat sejauh mana basil kega yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara
transparan dan skuntabel

Tujuan dilaksanakanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 adalah untuk
memberikan gambaran dan informasi secara keszluruhan tentang keberhasilan dan capaian Badan
Pengawasan Mahkamah Apung RI yang dilaksanakin selama tahun 2019 dan mémberikan
dorongan untuk melakukan perbailian-perbaiican ditahun mendatang

Laporan Kinena Instansi Pemermiah (LKjIF) ini tidak akan tersusun {anps bantuan dan
kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja dilingkungan Badan Pengawasan. Oleh karena i
kami sampaikan ucapan terima Easith dam penghargran yanp sennpgz-tinggnya atas kenasarna
yang hatk ini semopga komitmen dan loyalitas kita dapar lehih ditingkatkan pada wakiu vang akan
datang.

Harapan kami, adanys Laporan Kinerja Insmansi Pemerinteh (LEJIP) inl dapat bermanfast
bagi semua pibak yang peduli dalam vsahs-usaha perbaikan sistemn pengawasan, peningkatan
implementasi pengawasan dan internalisasi nilai-nilal pengawasan schingza berdampak pada
terwujudnya boedaya pengewasan dilingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1 Dengan
scgala kclebihan den kekurangannye, kami sampaikan Laporun Kinerja Instans Pemenntah
{(LEjIF) Tehun 2019,

Jukaria, 30 Januari 2020

E.cpala Badan Pengawasan
Mahlcamah Agung RT
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IKHTISAR ERSEKUTIF

Badan Pengawasan sebagai Pengawas Internal diberikan tugas untuk melakukan seluruh
proses kegiatan yang meliputi aodit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
tethadap penvelenggarasn tugas dan fungsi organisasi  untuk memberikan keyakinan vang
meradai bahwa kegiatan dilaksanakan sesum denpan kedentuan, mekanisme dan aturan yang telah
ditetapkan sehingea kinerja yang diharapkan dapat berjalan secara efekuif dan efisien,

Bahwa untuk menjags keberlangsungan dan efektifitas tupas tersebut Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Rl ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl diharapkan melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadsp Badan Peradilan,

Sejalan hal tersebut diatas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl telah melaksanakan
kegiatan antara lain
1, Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2019, jumleh aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 167 orang yang terdin

dari tenaga teknis yudisial berjumlah 62 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 89 orang
dan tenaga honorer berjumlah 16 orang dengan komposisi jabatan sebagai Pejabat Fungsional,
Pejabat Struktural, Staf dan Honorer déngan rincian sebagai berikut ©

A Pejabat Struktural :

= Pejabat Eselon 1 » 1 orang
= Pejabat Eselon 11 - 5 orang {Bekretans dan 4 Inspektur wilayvah)
® Pejabat Eselon 111 . 4 orang
= Pejabat Eselon IV : 15 orang
B. Pejabat Fungsional
= Hakim Tinggi - 43 orang
» Hakim Yustisial . 19 omang
s Audrtor 1 21 omang
= Auditor Kepegawaian : & orang
» Pustakawan 1 1 Omang
= Anahs Kepegawaian : 1 orang
= Pranata Komputer -2 orang
= Arsiparis - 1 Orang
C. Stal . 30 orang

D. Honorer . 16 orang
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Penanganan Pengaduan

Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung
sgjumlah 2952 penpaduan Untuk penpaduan vang disampaikan langsung ke Badan
Pengawasan sejumiabh 1.942 pengaduan, untuk pengaduan dar instansi [ stakeholder
Mahkarnah Apung sejumiah 211 pengaduan, Pengaduan Aplikesi Siwas sejomiah 781
pengaduan dan Pengaduan dan Satgas sejumlah 13 pengaduan.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatubhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat ataw
bertangpung jawab atas ferjadinya pelangegaran, Tahun 2019 Badan Pengawasan telah
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang
Majelis Kehormatan Hakim tethadap 4 (empat) orang Hakim. Majelis Kehormatan Hakim
(MEH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim vang berdesarkan hasil pemerikseaan
dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sehapaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, seria divsulkan untuk dijatuhi sanks1 berat berupa pemberhentian dengan hormat
atau fidak dengan hormat

Sistem Pengendalian Internal (SPT)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah {(APIF), Badan Pengawasan melakukan kegiatannya vaite diantaranya Reviu
Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIFK), Reviu
REA K/, Reviu RKBMN Online, Reviu Pelaksanaan Anggaran PBI, Pemenksaan
Keuangan, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Ligison Officer (L0} dan Reviu Revaluasi BMN.

Kegiatan Pemeriksaan Reguler
+ Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemenksaan reguler pada 58 (lima pulub
delapan) Satvan Kerna (Satker). Pemenksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum
untuk wilayeh 1, IL, III, IV bejumlah 28 satker. Lingkuhgan Peradilan Agama untuk
wilayah T, TT, TII, TV berjumlah 19 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah 1, 11,
M0, IV berjumlah 3 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, 100, TV
berjumlah § satker.

s Pemerikssan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Hadan Pengawasan bekenasama dengan Trm dan KPE, Tim BPEP Pusat dan Tim
BPKP Perwakilan melakukan pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satuan
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7.

9.

Kerja yaitw: Pengadilan MNegeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tingg: Tata Usaha Negara
Surabaya, Pengadilan Pajak, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Meperi Makassar,
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Negeri Medan,
Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan
Tingg Samarinda, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan
Tinggi Pekanbaru, Pengadilan MNeperi Semarang. Pengadilan Negeri Tangerang,
Pengadilan MNegeri Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Banten.

Fvaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 {pelaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9,45%)
mempereleh nilm A, 52 Satker (70.27%) memperoleh nilai BB, 14 Satker (13.91%)
memperoleh nilai B, dan | Satker (1,35%) memperoleh nilai CC.

Capatan nilai SAKTP tabun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon 1 dan Pengadilan Tingkat
Banding terdapat pemingkatan untuk milai SAKIP yang masuk kategor A (memuaskan), BB
{sangat baik) dan B (baik) hal tersebut menunjukkan bahwa Alomtabilitas Kinerja Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebapal pengawas [nternal pada tahun 2019 telah melakukan
Pemeriksaan Kinerja dan Integntas vang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara,
pengelolaan Penerimasn Megara Buken Pajak (PNBF) dan pelayanan publik pada 57
(sembilan puluh tujuh) Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di
Lingkungan Peradilan Umum uentuk wilaveh LILIILIV berjumlah 59 satker, Di
Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah LILIILIV berjumlah 27 satker Di
Lingkungan Peradilan TUN uontuk wilayah LILIILIY berjumlah 6 satker dan di
Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah LILIILIV berjumlah § satker.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan Semester 1T tahun 2019
sebanvak 536 (lima ratus tiga puluh enam) temuan pemeriksaan dengan 1.121 (seribu scratus
dua puluh satw) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK hingga
Semester I tahun 2019 sebanyak 1.033 (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi atau sebesar
92,15% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyak 77 (iujuh puluh tujuh)
rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 (sebelas) rekomendasi tidak dapat
ditindaklanjuti dengan alasan vang sah dan 0 (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti.
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Total nilal temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester 11 tahun
2019 sebesar Rpd2 869,200.522,00. nilai rekomendasi sebesar Rp33,997 443.502.00. Hingga
Semester II tabnm 2019 sebesar Rp28.613.370.975,00. sudah diselesaikan olsh Mahkamah
Agung Rl sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 5§4,16%, nilal yang masih dalam proses
tindak lamjut sebesar Rpd.800.266.156,00. ataw scbesar 14,12% dan nilai  sebesar
Rp583.806.372,00 atau sebesar 1,72% tidak dapai ditindaklanjuti dengan alasan vaung sah.
Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester
IT tahun 2019 sebesar Rp32. 588.694.000,00.

Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK R1 Semester 11
tahun 2019

Penguatan Sistem Pengawasan
Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordmasi Hakim

Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Penpadusan dan Consulting dalam rangka

Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada beberapa wileyah yaitu:

a) Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan pada 4 lokasi vaitu Bali vang
ditkuti oleh 64 peserta terdiri dari Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan
Tingkat Pertama. Bangka Belitung vang ditkuti oleh 28 peserta terdini dari Hakim
Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertema, Manado yang diikuti
oleh 60 peserta terdiri dan Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Penpadilan Tingkat
Pertamy. Batam yang diikuti oleh 38 peserta terdiri dari Hakim Pengawsas Bidang Tingkat
Pertama.

b} Rapat Koordinas: Penanganan Pengaduan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Makassar yang
diikuti oleh 124 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Wakil Ketua
Tingkat Pertama, Hakim Penpawas Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Banten dan DKI Jakarta yang ditkuti oleh 72 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan
Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

¢} Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan dilaksanakan pada 1 lokast vaite Jambi
yang diikuti oleh 63 peserta terdini dan Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekretaris
pada Penpadilan Tingkat Pertama Sewilayah Tambd

d} Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) telah dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu
Banjarmasin vang diikuti oleh 96 peserta yang terdil dari Wakil Ketua, Panitera dan
Sckretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkunpan
Peradilan,
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl merupakan satuan kerja pengawas fungsional
yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dilingkungan Mahkamah Agung
RI dan Badan Peradilan di bawahnya dan sebagai APIP (Aparat Peogawasan Intern
Pemerintah) berkewajiban memberikan kepastian (asswrance) dan konsullasi feomsulting)
vang bersifat independen dan obyektif, guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di
bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat,

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian
adalah efektivitas peran Aparat Penpawasan Intern Pemerintah {APIP). Untuk itu, APIP harus
terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses biznis guna memberi nilai tambah bagi
kemanfaatan dan penyelenggaraan lebih baik. Hal ini scjalan dengan peran pengawasan intern
untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk managemens), pengendalian
{comtrol) dan tata kelola (govermomce) organisasi. APIP juga mempunyal tugas umtuk
melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Tntern  Pemerintah  (SPIP)  sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistém Pengendalian
Intern Pemenintah.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamsh Agung dan Badan Peradilan
Dibawahnya, Badan Peagawasan pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1, Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2019, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI betjumlah 167 orang, vang terdiri dani Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural,
staf dan Honorer, Jumlah aparatur pada Badan Pengawssan yang berjumlah 167 orang
terdiri dari tenaga tekmis yudisial 62 orang, tenaga non teknis yudisial 89 orang dan tenaga
honorer 16 orang,

Sekretariat Badan Pengewasan Mahkamah Agung-RBl pada tahun 2019 telah
mengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat
Struktural dan Staf untuk mengikuti Diklat dan Bimtek sebanyak 30 Diklat dan Bimtek.

Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat diperinct sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Diklat dan Bimtek Tahon 2019

Pelatthan dan Bimtek
Aplikasi ST'W AS VERSI3.0
DAN E-Montorng Repalar

Sosialisast Kendali Muto dan

Telash Sejawat

Somnlisas Evaluas: SEP

Sosialisssi E-LHKPN

Sosahisest SIWAS Veara 3

Soszialigsci Review Anglka
Dasar Pagn Indikatif 2020

Diklat Bendshara
Penerimain

Diklat Manajemen ASN
(Aparaur Sipil Negira)

Chkim Peremncanaan dan
Penganpgario

Diklat Keprotokotan Tmghat

MMangjenal

Dniclat Panpepngan Andaor
Madya secary BE-Lemming

I mkiat Substantif b enajemen

Resiko

Sosalisasy Pokok — Pokok
Tuale Cara Bevisi Anggaran
LA 2019

20 grang

130 orang,

120 orang

168 orang

121 orang

2 orang,

2 oreng

2 orang

3 oetang

2 orag

2 arune

) Ovang:

EL-UNDP SUSTAIN

Badan Peagawasan MAR]

Radan Penpawasan MARI

Badan Pengawasan MARI

Badan Pengawasan MAR]

Eementrian Kenanpan BI

Baden Lithang Dukiat Hukum

datt Peradilan MAR]

Eadan Lithang Dildat Thekwrm

den Pecadilen MART

HRadan Tathang Diklar Hukum

dan Pezadilan MARI

Badan Litheng Dikiag Hukum

dan Feradilag MARL

BPKRP

Lthamg Diklat Hukum dom
Paradilan MARI

Eemenirisn Keuangan RI

Peninghkatan
K ompetons STDM

Peminglatsn
Kompetensi S1M

Pemunghoatan
Kompetens S0

Peningkatan
Komipatensi B0

Pemmgkatam
Kompetens SDM

Pesinglatan
Fompestensi SDM

Penmnphkatan
Kompetens SUM

Peninghatan
Eompetens SDh

Penmpleatan

Kompeteisi 5D

Peaongloatan
Kompetensi SDM

Penimelctan
Fompetensi SDM

Pemnpkatan
Kompetensi SDM

Peningkastan
Kompetenai SDM

Page 2
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Diklat Penpadasm Barang
dan Jasa

Pelanhan Andit Forensik dan
Sertifikas Certified Forensic
Aunditor (CF1A)

Diklat Keprotakolan Tingkat
Tanajerial Tahon 2019

Sosialisas Sisrern Pelaporan
Trewulan Aksi PR Tahun
TR0

Sosialisast Aplikasi e-kinerja

Bimbingan Tekms untak
para Counterpart Sistem
Pengendalian Intern
Pemetinah (SPIF)

Dikietpim Tinglar IV
Angkatan VTIT dan TX

Pembinaan Tekos tata Cara
perherhennan dan pensicn
perawend Mahkamah Agung
RI

Bimitek Telmis Aplikasi
Pelaporen Gratifikeg Online
dan Shanng Scyzion
Pelatilan Pemilzinn

Pengendalian Intern Atas
Laporan hoguangan (PIPK)

Diklat Fungsional
Pengangkatan Arsiparis
Eaagori Keahlian Angkatan
III Tahun 2019

4 Crang

2 Qrang

| Crrang,

2 Ohrang,

2 Orang

& Uhrang

2 Orang

3 Oranp

4 Qrang

2 Orang,

| Drang

Lithane Thklat Hulum dan
Pesadilan MARI

BPEP

Lithang Diklat Hukom dan
Paradilan MAR]

KPR

Sekremaris MARI

Badan Lirsan Admmmstrasn
MARI

Lithang Diklat Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung
Rl

Dadan Urasan Admnistras
MAR]T

Lithang Diklar Kumdil
MARE

Arsip Nasional

Peningkatan
Kompetensi SDM
Penunghatan
Kompetens: SOM

Peninekatan
Kompetensi SDM

Peninpkatan
o omiretensn S0

Peninplkatan
K nimpetensi S04

Pemngiotan
kKompetena SDM

Peninghatan
Kompetensi SDM

Penmpkatan
Fompetens SDM

Peminckatan
Kompetensi SDM

Pemingkalzn
Kompetens: SDA

Peninglkatan
Kompetensi SDM

Page 3
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26

27

28

o

Penganbanpan Sumber Daya 153 Orang Badan Pengmwasan MAR] Peninpkatan

Mannzis (SDM) Aparatir Kompetensi SOV
Badan Pengawasan MAR]

Sosialisasi Peraturan Cut), 55 Ovang  Badan Pengawasan MARI Peningkatan
Standar Komptensi & SIKEP Kompetensi S0M
Versi 3.0

Dikla Penjenjangan Auditor | Crang BPEF Peningkatan
Madya Kompetenst S50M

Pelathan Mobile Programing 7 Orang Badan Pengawasan MARI Peninghkatan

Koinpetens ST
Brmtek Manajgmen Arsip I Chang BUA MARI Peninghkatan
Inakit' dan Pengelolaan Kompetensi SDM

Pusal Arsip (Record Center)

Pelatihan Machine Leaming GOrang  Badan Pengawasan MART Peningkatan
Kompetensi SDM

Z. Penanpansn "engaduan
Tahun 2019 junlah pengaduan yang masuk ke Badan Penpawasan Mahkwnah Agung
sejumiah 2.952 pengaduan, dengan rincean |
A. Penanganan Pengaduan
1] Pengaduan vang disampaikan langsung ke Badan Pengawssen, sejumlah 1.942
pengaduan
2} Pengaduan dan Instansi / Stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 211 Pengaduan
33 Pengaduan dan Aplikasi SI'WAS ssjumlah 781 Pengaduan
4) Pengaduan dari SATGAS sejumlsh |8 Pengaduan
B. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
1) Pengaduan masih proses penyelesaian ssjunlah 9%9¢ pengaduan
2) Pengaduan yang selesai diproses sejumiah 1,936 pangaduan
» Driperiksa Tim Bawas s¢jwniah 290 Pengaduan
» Dielegasi ke Tingkat Banding sejumlah 52 Pengacdoan
= Delepasi ke Tingkat Pertama sejumlah 779 Pengaduan
» Memorndum/ Delegesi Internal sejumlah 35 Pengaduan
« Dijawab Surat sejumlah 7835 Pengaduan
* Diarsipkan s¢jumizh 15 Pengaduan

LRj’iF Badan Pengawasan MA - RI Tahun 2019 Page 4



Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yvang memenulu kniteria sebagai berikut:

a Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang
logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna
membuktikan kebenaran informasinya

b. Penjgzaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya
logis dan memadai, direkomendesikan untuk segera dilakukan pemeriksasn guna
membuktikan kebenaran informasinya.

c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang
jelas dapat direkomendasiken untuk dikenfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan
pemertksaan.

d. Pengaduan dengan permasalzhan serupa dengan pengaduan yang sedang atau ielah
dilakukan pemenksaan, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi,

Pengaduan yang tidak drtindakianjufi adalah Pengaduan dengan knteria sebagai
berikut:

a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertan data yvang memadai dan
tidak menunjang informast yang diadukan.

b, Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara
jelas, misalnya pengadusan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), yang tidak
disertal dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud

c. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja scbagai hakim dan/atau pegawai
Aparatur Sipil Megara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi
lain.

d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang
berwenang

e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbanpan yuridis dan substansi putusan
pengadifan,

f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lam di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya
mengenal Advokat, Jaksa atau Polisi

& Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebth dari 3 {tiga) tahun dan tidak
ada Pengaduan sebelumnya.

h. Pengaduan berkartan dengan pelaksanaan eksekus:, oleh karens merupakan kewenangan
Ketun Penpgadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat
Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (umprofessional conduct),

i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, dibentahukan alasannya kepada
Pelapor, dalam hal:
a. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan
melalul mekanisme upaya hukum;
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b Terfapor bukan pihak atau instansi lain & lwar yurisdiksl pengadilan disarankan apar
disampaikan kepads imstansi yang berwenang; dan

. Pengadusn vang mengundung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat vang
berwenang.

3. Penjatuban Hukuman Disiplin
Penjatuban hukuman disiplin diberikan kepada para pihak vang terbukti terlibat atau
bartangpung jawab atas ferjadinya pelangparan, Tahun 201% Badan Pengawasan telah
merjatuhkan hukuman disiphn terhadap 179 aparat peradilan, yaitn:
a) Hakim, sejumlah 85 orang
b} Hakim Ad Hoc, sejumliah 1 orang
&) Panilera, sejumlah 17 orang
d) Sekretans, sejumlah 2 orang
&) Paniltera Muda, sejumlah 14 orung
) Panitera Pengganti, sejumlah 20 orang
g) Jurusita, sejumlzh 3 orang
h) Jurusita Pengganti, sejumlsh 6 orang
i) Pejabat Strulcural, sejumlah 9 orang
1) Staf, sejumlah 19 orang
k) Calon Hakim, szjumlah 3 orang

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2019 Mahkamah Apung bersams Komisi Yudisisl, melaksanaken Sidang
Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 orang hakim, saperti pada tabel beriku :

Tahel 1.2 Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2019

Hekim pada Hubuman disiplin beeat berupa
Pengadilan Negen | penurunan pangkat pada tingkat
Lbt (dahulu yang setirigkat lebih rendah l

Hakim pada selama 3 (tiga) tahun
Pengpdilan Negeri
Mrh)

55, 5H,MH Sanls1 berat berupa penurunan

SEEAL A at pada tingkat van
Pengadln Negen |52 e slama 3
[ugaj tahun

MY S, SH MH Hakim Yustisial | Sanksi berat berupia

' pada Penradilan | pemberhentian tatap tidak

Tinggi Tik dengan hormat
Letkol Chk H M, LTy Sanks: berat berupa
SH MH Kaddmil Mks | e rhentinn derigan hotmat
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5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka menmgkotkan kepusitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pehpawas Intem
Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakuken kegiatan sebagaimana tercantum dalam
label di bawah ini:

Tabel 1.3 Kepiatan Badan Pengawasan selakn APTP

! Feviu  Laporan | Dileksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 7 (higa) kali

Keuangan dan | meliputi reviu

Reviu 1) Laporan Keuangan Tahuman Tehun Anggaran 2018
Pengendakian pada bulan Februari 2019,
Intern a1as | 3y Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran
Pelaporan 2019 pada bulan Juli 2019,

Keuangan (FIPK) | 3) Laporan Keusngan Triwulan 111 Komprehensif Tahun

| Anggaran 2018 pada bulan Movember 2019,

Cataten; Laporan Keuangan MA RI TA 2018 memperoleh
opini Wajar Tenps Pengecualian (WITP) dari Hadsn
Pemeriksa Keunngan Republik Tndonesia

Pembentukan Tim Pemilai PIPK didasarkan pada Surat
Eeputusan  Sekretaris Mahkamah Apung Bl Nomor
SRYSER/SKNVITZ0? tentang Tim Panilai Pengendalian
Intern atas Pelpporan Kevangan MA RI sehingga Revin
PIPK difckuskan pada penguatan Tim Penilai PIPK
tersebut yang bare memulai kegiatan Penlaian PIPK pada
bulan Movember 2019,

a Reviu REA ki | Dilaksanakan pada Mahlkamah Agung RT bulan Juli 2019

pada unit kerja Eselon | Badan Urusan Admistrasi

kahkamah Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai :'

berikut

- Masih terdapat pengalokasian  anggaran  untuk
menpghasilkan keluaran vang kurang tepat tidak sesua
ketenmuan  (tidak  rteralokasi dan  atan  salah
pengalokasian).

- Masih terdopat kesalahan dalam penerapan keidah
penganggaran vaitu antara lain alokasi melampawm SBAM,
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pengelompokan penganggaran atas  kegiatan  yang
kurang tepat.

- Alokasi pemeliharaan pedung dan kendarpan belum
sepenuhnys mengacu pada standar biava, dan volume
owfput riil aset (BMN) existing  scbagai basis data
pengusalan alokasi.

Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya

didukung dan dilampirkan dengan data dukung sesuai

ketentuan dan terdapat sejumlah kegiatan pembangunan
gedung kantor satker baru tidak dapat direviu karena data

dukung tidak diperoleh.
3 Revin REBMN | Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September
Onling 2019 di Mahkamah Apung Rl untuk Tahun Anggaran
2021.

P Revin Pelal Berdasarkan hasil reviu P&laksmmwﬁnggnm sampai
Anggaran PBJ dengan Triwulan II1 Tahun Anggaran 2019 dapat
disimpullkan bahwa sccars uwmum realisasi belama telah
mencapai lebih dari 100,59% dari rencana penyerapannya,
yakni dengan rincian sebaga benkut:

a. Belamja Pegawai mencapai 108,36%  zenila

Rp.3.269.195.616.760,00,
b. Belanja Barang mencapai 86,08%  somilai
Rp.646.400.865.891 .00,
c. Belanja Modal mencapai  46,13%  senilm
Rp.78.384.540.502,00.

- Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang
dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan vang berada
di bawahnya mecapai 84,03 vakm Predikat Kualitas

Belama Baik
5 Pemenksaan Secara umum, pengelolaan kewangan DIPA dan keusngan
Keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secare efektif,

namun masth ditemukan kesalahan administratif yang
berdampak pada kerugian negara vang diselesaikan melalu
mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses funtutan
ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat
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perbaikan pencatatan administragi sudah ditindaklanjuti
dengan perbaikan pada sast berlangsungnya pemeriksaan
sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang
di tahun benkutnya.

& Audit Pengadaan | - Audit Penpadaan Barang/fasa tahun ini dilakukan

Barang/Tasa melalm dus pendekatan yakni untuk pekerjaan fisik
belum selesai 100% dilakukan melalui Probity Audif
dan untok pekerjaan fisik telah mencapai 100%
dilakukan melalui Audit Pengadaan Barang/Jasa.

- Secara umum, pelaksanaan pengadaan barangfasa
pemerintah  telah  memperhetikan  ketentuan  yang
berlaku, namon masih  terdapat 'i:m:n:|u:]\':5:iia.1:|4
pembangunan yang berpotensi selesad tidak tepat waktu

dan terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melaiui e-
prirchasing telah optimal.
8 | Liaison Officer Sepanjang tahun 2019, Badan Pemenksa Keuangan (BPK)
(LOj RI melakukan beberapa kali penugasan pemeriksaan dan

pemantavan tindak lanjut hastl pemeriksaan di Mahkamah

Ajmng BRI dengan rincian sebagai berkut:

1. Sesuai denpan Surat Tugas Anggota [II Badan
Pemenksa Kewangan RI Nomor  37ST/V-
XVL1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, Badan
Pemeriksa Keuanpan RI melakukan pemeriksaan atas
Laporan Kenangan Mahkamah Agung RT Tahun 2018
di Jakarta, Jawa Barat dan Jawe Tengeh selama 65
(enam puluh lima) harn.

2. Sesual dengan Surat Tugas Anpgpota Il Badan
Pemeriksa Keuvangan RI Nomor  156/8T/V-
XVLLOE2019 tangpal 9 Apustus 2019, Badan
Pemeriksa Keuoangan RI melakukan Pemenksaan
Pendahuluan atas Pengelofaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketigs dan
belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019
{sampai dengan triwulan 111} pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradian &i bawahnya di Jakarta selama 10
{sepuluh) hari.

T T e e T e e
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3. Sesua dengan Surat Tupaz Angpota 1 Badan
Pemeriksa Kewangan RI Nomor  19&8/5T/V-
XVLI10/2019 tfanggal 7 Oktober 2019, Badan
Pemeriksa Kewangan RI melskukan Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan
Pertanggungiawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan
Pihak Ketiga dan belanja tabun anggaran 2018 dan
tahun anggaran 2019 (sampat dengan triwulan 11) pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradian di bawahnya di
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumaters Utara
salama 45 (empat pulub lima) han

4. Penugasan pemantauan tindak lanjul hasil pemeriksaan
Badan Pemenksa Keoangan semester I Tahun 2019 dan
Semester [ tahun 2019,

5. Penugasan pemantauan penyclesaian kerugian negara
semester T Tahun 2019 dan Semester I tahun 2019
Untuk mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa
Pengecualian  sebanyak 7 (twuh) kali berturut-turut,
kesepahaman hasil Pemenlksaan Dengan Tujuen Tertentu
antara BPK dengan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya, serta untuk
memperoleh capaian penvelesaian tindak lanjut Thasil
temuan BPE  sesum rekomendasi dan  penvelesaian
kerugian negara diatas 80%, maka diperlukan adanya
| Liaigor (fficer (LO) dari Badan Pengawaszan Mahkamah
Apung RI atas seluruh penugasan BPK pada Mahkamah

Agung RL
9 | ReviuRevaluasi | Walsupun tidek memiliki target kinega tahun anggaran
BMN 2019, Badan Pengawasan telah melaksanakan revin atas

| pelaksanaan revaluasi BMN uafuk memenuhi amanat PME
Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan
denpan Biro Perlengkapan dan Bire Kevangan Badan
Urusan  Administrasi pada beberapa wilaysh, sepert
Wilayah Jawa Barat, Wilayah Jawa Timur, Wilaysh
Kalimantan Barat, Wilayah Maloku dan Wilayah Jayapura.
Badan Pengawasan juga telah melaksanakan reviu atas
penilaian kembali BMN pada Unit Akuntansi Pengguna

T
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Barang Mahkamah Agung RI, dilaksanaken ams dam
sampling pemenksaan BPK tahun 2018 sejumlah 1027
NUP BMN.

Secara yumum hesil pelaksanaan reviu adalah;

1, Revin atas Penvediaan Data Awal (Persiapan
Inventarisasi BMN) belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2. Reviu atas Pelaksanaan I[nventansast BMN belum

sepenuhnyva sesuai dengan ketentuzn yang berlaku

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler
Badan Pengawasen telah melakukan pemenksaan reguler pada 52 (hma puluh

delapan) Satuan Kerja (Satker). Pemenkssan Repuler pada Lingkungan Peradilan

Umum wntuk wilaysh I, 11, I, IV begjumlah 28 satker. Lingkungan Peradilan Agama

untuk wilayah 1, TI, 1M1, TV berjumlah 19 satker, Lingkungan Peradilan Militer untuk

wilayah I, 1L, ITI, TV berjumlah 3 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah

L 1L 101, IV berjumlah ¥ satker.

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secars ringkas dapat diuraikan sebagai
berikut :

1) Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 136 temuan, dimana temuan tersebut
didasarkan pada beberspa temuan yaitu Program Kerja, Evaluasi Kegatan, Standar
Pelayanan,

2) Administrasi Perkara, temuannya sejumlah 322 temuan, dimana temuan tersebuf
didasarkan pada beberapa temuan yaitu Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal
dar rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan
seluruh pembukuan keuangan perkara, dil.

3) Administrasi Persidangan, temuannya scjumlah 213 temuan, dimana temuan tersebut
didasarkan pada beberapa temuan yaitu Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita
Acara Sidang, dil

4) Administrasi Umum, temuannya sejumlah 662 temuan, dimana temuan tersebut
didasarkan pada beberapa temuan yaitu Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya
eksekosi diterima tunai tidak melaln Bank dan disimpan dalam brankas Pengadilan,
Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebsbkan adanya
Indikasi kemahalan harga, dil.

5} Kinerja Pelayvanan Publik, temuannya sgjumlah 181 temuan, dimana temuan tersebul
didasarkan pada beberapa temuan yaitu Penanganan Pengaduan, Keterbukaan
Informasi Publik, Pelayanan Beantuan Hukum { Poshbakum), dll
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b. Pemerikeaan Reguler Bersama KPK dan BPKF

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dard KPE, Tim BPEP Pusat dan Tim
BPKP Perwakilan melakukan pemerikzaan reguler bersama terhadap beberapa Satuun
Kerja yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tingg Tata Usaha Nepara
Surabaya, Pengadilan Pajak, Pengadilan Negeni Yogyakarta, Pengadilan Negeri
Makassar, Pengadilan Tingg Yogyakarta, Penpgadilan Tinggi Makassar, Pengadilan
Negeri Medan, Pengadilan Neperi Samarninda, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, Pengadilan Tinger Sarnarinda. Pengadilan Neger Pekanbary, Pengadilan Tingg
Samarang, Pengadilan Tingg Pekanbaru, Pengadilan Negem Semarang, Pengadilan
Negeni Tangerang, Pengadilan Megen Surabaya, dan Pengadilan Tingm Banten,

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Badan Penpawasan melakukan Evaluas: Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon 1
Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumiah 74 (tujubh pulubh empat) Satker dengan
maksud untuk:
a. Memberkan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP,
¢. Memberikan seran perbaikan guna peningketan kinena dan akontabilitas Unit/Satuan

Kefin
d. Memonitor tndzk lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnys
Tabel 1.4.1 Hasil Evalussi LKGIP pada Inspektur Wilayah 1

Nilai

=00 — 100 AN = 2 : =
=3 — 90 A 1 - - -
=70 — 2D BA 7 7 1 1
=6k —T0 B 1 - # >
=50~ &0 o, 1+ - - " -
>3 = 50 i - = = -
J_‘_I - = - =

0 — 340
3 9 1 1

Tabel 1.4.2 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspelorar Wi

Nilai Kategori PT  PTA PT DILMIL DILMIL ESELON

TUN T TAMA I
=50 — 100 A g = ! 2 : =
=80 — 90 A - 1 = - . -
=70 — 8 BB (i) 4 - | 1 7
=60 70 B 1 1 1 - -

230 - &0 cC
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Nilai

Kategari  PT

Tabel 1.4.4 Hazil Evalaasi L

T1
>00 - 100 Ah - - - .
»80— 90 A . - = -
>70-. %0 BB | 1 1 -
60— 70 it 4 | ¥ -
=50 — &0 cC 1 - - -
:-'-“3'@—5{: :C = = = i
0-30 D - - - .
a | 4]

Hasil Evaluasi LEjIP Tahun 2018 (peclaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9.45%)
memperoleh nilai A, 52 Satker (70.27%) memperoleh nilai BB, 14 Satksr (18,51%)
memperolzh nilad B, dan 1 Satker (1,35%) mempercleh nilai CC,

Cupaian nilel SAKIP mhun 2018 lerhacdsp 74 sauan kerga eselon | dan Pengadilan Tingksl
Banding terdapel peningkaten antuk nilan SAKIP vang mesuk ketegon A (memuaskan), BB
{sangat baik) dan B (baik) hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah
Apung dan badan peradilan di bawahnys semakin menmnghkat,

Tabel 1.4.5 Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2018 Satker Eselon | dan Penpadilan Tingkat Bandiog
(Pelaksansam Evaluasi Tahun Z019)

i

| PERENCANAAN | PENGUEURAN = PELAPDRAN | EVALUAS! | PENCAPAIAN
MNERIA NERI KN ERLL INTERMAL KINERIA
M. HAMASATEER |—— k " : - - - —| SKOR | KATEGOR
BOBOT 310% BOBOT 25% | BOBOT I 0% BCBOT 20
HADAN
1 SEN GAWASAN 2156 19.38 12.80 .75 16,25 TATa BE
2 s 1505 17,58 12.00 175 11,67 74,05 BR
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£ EERANITERAAN 3892 18,72 13,34 5,75 13,33 76,06 BB
4 DITIEN BADILAG 24,88 _rll:l.ﬂ-'l- 1252 5,50 1540 7428 EB
a DITIEN Ba DL 2127 13,73 LI 550 15,00 70,11 BE
B | DITIEK BADIMILTUN 2143 18,58 m.ﬂﬂ 5,50 12,29 70,09 BB
ot 24,55 19,38 12,80 5,50 15,00 77,23 B8
B :ﬂg:nﬂ: s | 42 18,72 12,14 7.21 1500 76,99 B8
23 ﬁﬂ?ﬁﬁlszﬂm II 2353 17,84 12,19 751 10,63 7173 [=1]
10 fmm” AR TIE 21,90 18,36 10,64 732 10,63 68,85 8
¢ [y 34,42 18,22 12,61 .96 15,00 . BE
gz | Gt T FER s 18,46 11,53 7.00 1333 73,06 BB
13 :wlﬁ TSI 25,02 2027 12,00 B8 15,00 BD,37 A
i 22,72 18,75 11,30 675 11,57 72,18 BB
B o 73,98 20,37 12,23 7,9 e
s 34,42 18,32 11,51 7,21 15,63 77,38 B8
17 ;Eh;dw TIGE) 249,41 12,35 12,00 7,75 1500 78,52 21!
18 :i"ﬁmt:f" TR 2431 18,00 10,86 7.08 13,75 75,02 B8
1o :::FEQI'TM TINGG 22,54 18,63 11,67 7,33 15,00 =17 BR
20 ;:’E“T;" TR 20,50 15,01 12.23 7,75 15,00 70,48 B
21 Fﬂi:‘tllﬁ_mh L 13,47 18,63 11,85 7,33 13,94 75,34 BB
22 :E:;AE;:,I:ITH L 20,27 1542 11,16 5.50 10,03 62,05 13
ﬁ;ﬁmmmﬂm 2558 18889 11,16 7,50 13,96 7704 BR
mmﬁﬁ' 17,50 13,75 3,47 5,88 1229 58,89 ce
::ﬂmtﬁr!!ﬁ THHGG] 2143 14,01 12,23 T.13 15,00 B9.BD 1}
:::::&”" e 20,97 15,68 5,47 5,83 833 0,28 B
7 :imﬂi m:::l""ﬁﬂl 1285 14,38 11,67 7.00 10,00 71,01 B3
I [l b 10,01 16,06 12,23 713 12,29 1,72 8
e ;i:?:ﬂnf:k:lshwmm 23,17 17,85 12,52 7o 12,29 72,37 EB
30 :muﬂ" TR 033 18 54 11.44 T AT 12,29 012 BB
31 mﬁm" T 22,74 19,36 10,69 7,00 10,00 69,81 B
32 mﬂ:&hﬁlﬁ 2340 1975 12,23 733 15,00 7.7l BB
Eﬁ‘;‘“"‘m“' 2343 19,00 11,72 671 11,80 12,74 Be
:E“TJ:?:L&N]EGGI 1,54 18,89 11,58 700 1458 73,59 BB
35 mm” T 35,08 20,16 12,28 7,75 15,21 80,49 A
3. | Bt e 23,62 1938 9,39 713 15,00 75,02 BE
37 rﬁlwmﬂﬁl 25,09 149,78 12,56 70 15,25 EOLER A
38 | MAHEARAH 15407 15,68 24T B36 11,68 6248

e T ey
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SYAR'TYAH ACEH

i)

PENGADILAN TINGE]
AEAM
PALEMBANG

&0

T T E—

PEMGADILAN TINGG]
AGAMA BENGRULL

20,24

18,66

8,00

5,25

10,80

25,20

2027

1223

.54

11,88

a2

41

FENGADILAN TINGE!
AGAMA BASEL

221,85

20,04

1158

4,58

1333

74,38

3

PENGADILAN TINGG!
AGAMA JAME

2453

928

1323

7.86

15,00

Taaz

g3

PENGALILAN TINGE
BGAMA PADA NG

2176

19,564

1294

7.67

11,88

T4.89

PENGADILAN TIMGGE!
AaadA MEDAN

23,98

19,50

1137

736

13,55

A

45

PEMGARILAM TINGE]
AGAMA PEEANBARL

22,68

20,16

12,33

15,00

78,15

PERGADILAN TINGEI
AGAMA BANDAR
LAMBPLING

2338

15,80

575

1438

74,05

43

PERGADILAM TINGG
AGANA BARTEM

23,75

15,38

12,23

187

15,00

TR0

PERGADILAN TiNGG|
AGA I,
YOGYAKARTA

2525

1813

12,19

L

15,00

TH.E3

PERGATHLAMN TINGGI
AGEANLA SERARAMG

s

1835

1041

6,15

10,63

64,67

PENGADILAN TINGG
AGAMA SURABAYA

24,07

18,63

12,319

75

1500

17,38

51

PEMNGEADSLAMN TIMNEE!
AGARMA DK
JAEARTA,

24,30

19,0

1,7d

73

1500

TH,IT

52

PEMGEAMMLAN TIMGEI
AGARA BANDUNG

1780

12,23

8,63
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8. Pemeriksaan Monitoring
Badan Pengawasan dalam Tehun 2013, telah melakukan pemenkssan monitoring
tersebut pada 96 (sembilan puluh enam) Satuan Kerja (Satker). Pemenksaan Monitoring
pade Lingkungao Pemdilan Umum unfuk wilayah 1, 11, 1IL IV berjumlah 54 sather.
Lingkungan Peradilan Apama untuk wileyah I 1T 11 IV berjumlah 29 satker. Lingkungan
Peradilan Militer ustuk wilayah I, 1L TIL, IV barjumlah 4 satker, dan Lingkungan Peradilan
TUN untuk walayah L IL 1T, IV begjumlah % satker.

9. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
Badan Penpawasan sehagai penpawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan
Pemeriksazn Kinerja dan Integritas vang herorientas: pada pengelolaan keuangan Megare,
pengelolaan Penenmasn Megara Bukse Pajak (PNBP) dan pelayansn publik pads 97
(scmbilan pulub fujuh) Satker.
Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integntas Pada Pengadilan Tingkat Pertama
I Lingkungan Peradilan Umum entuk wilayah LILTLIV berumlah 5% satker, Di
Lingkungan Peradilan Apama untuk wilayah LILILIV berjunlah 27 satker. I
Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah LILIILIV berjumiah 6 satker dan di
Lingkungan Pemadilan Militer untuk wilayah LTLITTTV bagjumlah 5 satker.
Hasil Teinuan Pemeriksaan Kingra dan Intcgritas yang telah dilaksanakan
Badan Pengawasan sebagai berikut:
1) Hasil Temuan Bidang Pelayanan Poblik, melipat |
#) Kualitas Standar Pelayanan sejumlah 42 temuan
b} Kualitas Sistem Informasi Pelavanan sgjumlah 26 emoan
¢) Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan sejumlah 26 temupan
d) Proszes Penanganan Pengraduan sejumlah 21 temusn
Hasil Temuan Pemeriksean Kinerja bidang pelayeanan publik menggambarken temuan
terkait kualitas standar pelayanan mencapei 42 (empat puluh dua) temuan (36,52%) dan
115 (seratus hma belas) temuan, sehingpa perlu dilakukan langkah-langkah puna
mendorong terlaksananya kualitas standar pelayanan sesuai aturan vang berlaku
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2} Hazil Temuan Bidang PNBP

a} Pemungutan PNBP jumlah O temuan
b) Penyetoran PNBP jumiah 4 temuan
¢} Penatausahsan PNBP jumlah 5 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP meénggambarkan bahwa temuan
terkait penatausahaan FPNBP lebih dominan yakni mencapai § (lima) temuan {55,56%)
dari @ (sembilan) temuan, schingga perlu dilakukan langkah ~ langkah guna mendorong
terlaksananya penatausahaan PNBP sesuzn aturan vang berlaku {pengavwasan intem).

3} Jemis Temuan Bidang Keuangan Perkara

a) Pamjar Biaya Perkara jumiah 76 temuan
b} Penatausahaan Persediaan dan Biaya Proses jumlah 99 temuan
¢} Pengembalian Sisa Panjar jumlah 36 temuan
d} Pengembalian Biaya Perkara tidak melalui Bank jumlah 6 temuan

Hasil Temuan Pemerksaan Kinerja bidang Keuvangan Perkara menggambarkan
bahwa temuan terkeit penatausahaan persediaan dan biays proses lebih dominan vakm
mencapai 99 (sembilan puluh sembilan) temuan (45,62%) dari 217 (dua ratus tujuh
belas) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem
penatausahaan persediaan vang dibiayar dari biava proses.

10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

8. Temuan pemeriksaan BPK RI sejek tehun 2003 sampai dengan Semester 11 tahun 2019
sebanyak 536 (lima rams tga puluh enam} temuan pemeriksaan dengan 1.121 {zenbu
sermfus dua puluh satu) rekomendasi Tindak Lanmjut Temuan sesuai dengan
Rekomendasi BPK hingga Semester 11 tahun 2019 sebanyak 1.033 {seribu tiga polubh
tiga) rekomendasi atau sebesar 92,15% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI,
scbanyak 77 (tujubh puluh tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11
(sebelas) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjun dengan alasan yang sah dan 0 {nol)
rekomendasi belum ditindaklanjus.

b. Total mlai temuan pemenksaan BPK sejak tahun 200% sampar dengan semester 11
tahun 2019 schesar Rp42 869.200.522.00. nilai rekomendasi  sebesar
Rp33.997 443 502 00, Hingga Semester 11 tahun 2019 sebesar Rp28.613.370.975,00.
sudah dizelesaikan oleh Mahkamah Agung Rl sesuai déngan rekomendasi atau sebesar
84,16%, nilai vang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rpd 800.266.156,00. atau
sebesar 14,12% dan nilal sebesar Rp583.806.372,00 atau scbesar 1,72% tidak dapat
ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran vang ke kas

e e B e
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negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II talhum 2019 sebesar
Rp32.588.694.000,00,

Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantavan Tindak Lamjut dari BPK RI
Semesier 11 tahun 2019.

11. Penguatan Sistem Pengawasan
a) Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan
Pengaduan
Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan dengan Rapat Koordinasi
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi
Penanganan Pengaduan serta Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Seburuh
Pengadilan Tingkat Banding.
Adapun maten yang disampaikan dari Rapat Koordinasi sebagai berikut:
1} Manajemen Peradilan
2) Administrasi Perkara
3) Administrasi Persidangan
4% Administrast Umum
5) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
6) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBE dan WEEM
7) Gratifikasi
Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim
Pengawas Bidang, Rapat Koeordinasi Penanganan Pengaduan dan Consulting dalam
rangka Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada 6 (enam} wilayah yaitu:
Bali, Bangka Belitung, Makassar, Banten dan DKI Jakarta, Manado, dan Batam dengan
total peserta sgjumlah 386 orang,

b} Consulting dalam rangka Peningkstan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masth dijumpai sebagian para
Hakim, Panitera, Sekretaris, vang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya,
sehingpa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuean Hakim, Panitera, Sekretans
dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan maka Badan
Pengawasan mengadakan kegiatan Consulting, dengan materi diantaranya: Gratifikasi,
LHEPN, Pemuliaan Peradilan, Penilaian Zona Integnitas dan Tindak Lanjut Temuan
BPK.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan Consulting dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan peradilan dan Implementasi Zona Integritas menuju WBE dan
WBEM vang dilaksanakan di Jambi pada tenggal 19 sampai dengan 21 September 2019
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dengan peserta Wakil Kefua Penpadilan, Panilera, Sekretaris, Pengadilan Tinglkat
Pertama Sewilayah Jambi dengan jumlah peserta 63 orang,

¢) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)

Cuality Assurance ((QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI vang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberkan kepastian, adanya
jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan owipuf
yang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses vang diperlukan dan pelayanan
yang diberikan. (4 merupakan kegiatan wyang meliputi usaha pemantauan,
mengevaluasi, dan menindaklamjuti berbapai temuan atas kinerja seluruh aparatur
peradilan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah dengan diadakannya Focus Group
Oiscussion (FGDY) yang dapat menjadi wadah bag para peserfa untuk mengemukakan
berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok, seperti misalnya membahas
ternuan yang berkaitan dengan,

1. Keuangan perkara dan keuangan DIPA

2. Memastikan bahwa seluruh prozes atau prosedur kegiatan vang telgh direncanakan
diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan vang berlaku,

3. Membahas permasalshan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan
berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dan pelaporan kepangan
berbasis kas ke basis akmual. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pelaporan
kepanpan berbasis skrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan
berbasis kas.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

1. Permasalahan vang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan
berdasarkan aturan atau regulas: yang telah ada

2. Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan
Pengawasan untuk dijadikan bahan informast atau diskusi dengan Ditjen terkait agar
dapat sepera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan,

Pada tahun 2019 Quality Assurance dilaksanakan di Kupang tanggal 5 sampa
dengan 7 Desember 2019 dengan peserta Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada
Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan
jumlah peserta 96 {sembilan puluh enam) orang,

B. Tugas dan Fungsi
Badan Pengawasan mempunyal tugas membantu Sekretanis Mahkamah Agung dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di hingkungan Mahlkamah Apung dan
Pengadilan di semua hingkungan Peradilan.

LKjIP Badan Pengawasan MA - RI Tahun 2019 Page 19



Dalam  melaksanakan tugas scbagaimans dimaksud, Badan Pengawasan
menyvelengparakan fungsi |

a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

b} Pelakszanaan pengawasan terhadap pelaksansan tugas di lingkunpan Mahkamah Apgung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

¢) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdin dari ;

1. Sekretariat Badan Pengawasan;

2. Inspelktorat Wilayah I;

3. Inspelctorat Wilayah II,

4. Inspektorat Wilayah TIT;

5. Inspekiorat Wilayah TV.

1} Sekretariat Badan Pengawasan;
Sekretarial Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukengan teknis
admimsiratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.
Dalam melaksanakan tugas sebagmimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan
menyelenggarakan fimgsi :
) Pelaksanaan koordinesi pemyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan
anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keusngan,
b} Pelaksanaan urusan kepegawaian;
¢} Pelaksanaan penatagn organisasi  dan  ketatalaksanaan, evaluasi jabatan  dan
penpembangan kinerja;
d} Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistermn informasi;
e} Pelaksanaan wrusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan
Pengawasan,

2} Inspektorat Wilayah [

Inspektorat Wilayah | mempunyail tugas melaksanalkan penyiapan bahan perwmupsan
kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan
administrasi peradilan serte administrasi wnum di wilayeh 1 yang meliputi : Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat Jambi, Sumaters Selatan,
Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspekiur Wilayah |
menyelenggarakan fungsi:
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a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemenksaan pelaksanaan teksms peradilan di walayah I

b) Pelaksannan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan administrast peradilan di wilayah [

c} Pelakssnaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksansan pengawasan scria
pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;

d) Penyusunan dan peényvampaian laporan hasil pengawasan di wilayah [;

e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas
pengawasan di wilayah [;

f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangpa Inspektorat Wilayah 1

3} Inspektorat Wilayah IT;

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penylapan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan tekmis dan
administrasi peradilan serta administras umum di wilayah 11 yang meliputi 1 Banten, DEI
Jakarta (termasuk unit orgenisasi yang ada di Mahkamah Apgung), Jawe Barat, Jawa
Tengah, D1 Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tupgas schagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I
menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan penyviapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II

b)) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan scria
pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IT,

¢} Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan seria
pemeriksaan pelaksanaan administras: umum di wilayah 11

d} Penvusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;

¢) Penghimpunan, evaluasi temuan dan  pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas
pengawasan di wilayah [

f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah 11,

4 Inspektorat Wilayah IIT,

Inspektorat Wilayah II1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan tekmis dan
administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Il yang meliputi : Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Sclatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
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Dalam melsksanakan fugas sebapgaimana dimaksued, Inspektur Wilayeh III

menyelenggarakan fungsi:

) Pelaksansan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksansan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah 111,

b} Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksansan administras: peradilan di wilayah IIL

¢) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan administrasi wmnm di wilayeh 11T,

d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah [11;

¢) Penghimpunan, evalessi temuan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas
pengawasan di wilayah I111;

f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah 111,

5) Inspektorat Wilayah I'V.

Inspektorat Wilavah IV mempunval tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan
administrasi peradilan serfa administrasi umum di Wilayah IV yang melipeti © Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluko, Maluke Utara, dan Trian Jaya (Papus).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod, Inspektur Wilavah [V
menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksansan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV,

b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksansan pengawasan seria
pemeriksasn pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV,

¢} Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I'V;

d} Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I'V,

e) Penghimpunan, eveluasi temuan dan pertanggungawaban pelaksansan  tugas
pengawasan di wilayah [V,

f) Pelaksanaan urnsan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I'V.

Ruang lingkup pengawasan meliputi - penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan
ofganisasi, administrasi, finansial peradilan dan perilaku aparatur pengadilan, sedanghan
sasaran pengawasan meliputi © lembapga peradilan, yang melipati Mahkamah Agung,
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
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C. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2019 dapat diilustrasikan
sebagai berthout |
Kata Pengantar
Tkhtisar Eksekutif
I. Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Tugas dan Fungsi
©. Sistemnatika Penyajian
Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
A. Rencana Strategis 20015 - 2019
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strates
B. Indikator Kinerja Utama (IKL)
C. Rencana Kinerja Tahun 2019
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

I Akuntabilitas Kinerja
A Pengukuran Kinerja
B. Analisis Akuntahilitas Kinerja
C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja
IV, Penutup
A Kesimpulan
B. Saran-saran

Lampiran-Lampiran

]
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BAB 1T
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019
Rencana Swategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung vaitu
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dalam rangka mencapai Visi tersebut
Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagri berikut:
Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
— Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkemah Agung, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat
mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertzhankan Laporan Keuangan
Mahkamah Agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualisn dalam wujud memberikan
pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan
tepat, melakukan Eeviu atas Laporan Keuangan dan perencanaan keuangan.

1. ¥isi dan Misi

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah ™ Terwujudnya aparatur peradilan

yang bersih dan berwibawa®,

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misi sebagai

berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengimtensifikan penpawasan fungsional;

2. Meningkatkan profesicnalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat
Banding di bidang pengaweasan;

3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektf dan efisien dilingkungan Mahkamakh
Apung dan Badan Peradilan di bawahnya,

4. Terwujudnya aperatur yang profesional bersih, netral, bertanggung jawab dan
berorientasi pada pelayanan masyarakat,

2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan
Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai
secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tehun yvang dijabarkan ke
dalam kebijaken dan program pada tabel berikut |
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‘Tabel 1,1 Rencana Strategiz Badan Pengawason MA-R1

SASARAN

INDIEATOR

PROGRAM

KEGIATAN

FT-E[E:E—:I]EE:HIEIJ}'E
penEmganan

pengaduan  yang
transparan, efiekus
dan efisien

Persentase pengadusn vang
dapat ditindaklanjuti

Persentase pengadean yang
sclesal  dilindaklanjuti  dan
dipublikas

lemelenggaranya
manajemen
peradilan dan
admimistrasi wnum
secara efeknf,
efisien dan
akuntabel

Jumlah pengndilan yvang
dilakukan pengawasan
reguler

Jumlah pengadilan yaog
dilakukan pemeriksaan
kinerja dan infegrifas
Jumlah pengadilan yang
dilakukan sudit barang dan
jasa

Tumlah Satuan Kerja yang
elah dilakukan pemenksaan
keumngEnn

Jumlah Evaluasi LEjIP vang
selezal dilakukan

JTumlah Quality Assurance
pengelolaan kevangan vang
terlaksana

Jumish Pemnbinaan Hakim
Pengawas Bidang

Jumiah pegawe yang
menEikutl Assasment

Jumlsh Penguatan APIF /
Consiuting

Jumlsh Sosialisasi
Pengelolaan Pengaduan

Jumlah Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan {TLHP} BPK
yang diselesaikan

Jumlah  Sidang  Mejelis
Kehormatan Hakim yeng
dilaksanakan

Pengawasan dan
Peningkatan
Akuntabililas
Aparamr
Mahkanah Agung
14

1077, 178,5258, 5259
Pengawasan
Pelaksanaan Teknis,
Administras: Peradilan,
Administrast Umimn,
Penanpanan Pengaduan
Inspekiur Wilayih

| 1079

Dukingan Manajenien
dan Dukungan Telonis
Lainnya Badan
Pengawasan Mahkamah

Agung

B. Indikator Kinerja Utama (TKIT)
Badan DPengawasan Mabkamah Apgung telah menetapkan Indikator Kinere Utama

(KU} sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapal sasaran strglegis organisasi. Penelapan
Indikator Xinerja Utama (TK1)} tzlah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada
Rencana Strategis (Renstra) dan RPIM 2015- 2019
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Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetaplan sebagai berikut ;
Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utamas Badan Pengawasan Mahkamah Apung RI

KINERJA | INDIKATOR | PENJELASAN | PENANGUNG | SUMBIR
UTAMA KINERJA JAWAB DATA
Terselenzgaranya | Persentase jumlah pergeduan | Badan Penpawasan | Laporen
prenatt g pengaduan vang | yang  diterima | Mahkamsh Agung | bulanan,
pengaduzn yang | dapat dibagi  Jumlah | Rl triwulan,
fransparan, ditindaklemuh | pengadusn  yang semester dan
efektif dan efisien dapat tahuonan dari
dittndalclunjuti Irwil [ sd
' dikali 10084 Trwal TV
Persentase jumlah pengaduan | Badan Pengawasan | Laporan
pengaduan vang | yang dapat | Mahkamah Apung | Triwulan
selesit ditindaklanjuti RI wichsite dart
dinndaklanjuli | dibagi = Jumlah Ortala
dan dipublikas: | pengaduan yang '
selesal
ditindakianjuti
dikali 100%,

(. Rencana Kinerja Tabun 2019
Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2019 menggambarkan sasaran, program den
kegiatan tahonan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dano
digunakan sebagal dasar pengajuan anpgraran.
Penyusunan Rencana kinergja dilakukan seinng dengan agenda kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi instansi entuk mencapainya dalam tahun tertenty dengan indikator

pada tingkat sasaran dan kegatan,
Untuk mewujudkan sesaran Tahun 2019 Badan Penpawnsan menetapkan komitmen kineja
sebaga berikut .
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Badan Pengawasan MA Rl Tahun 2019
STRATHGIS | KINPRA| | TaRcEr | rRocRav | KeGtatan | BRIATOE | yincer | ancoAra
Tocengumays | 1. P [ Pocgawosn. [ 1077, w0l
pencTnnmm pedanidne disn. TErPR SRR, PBeovenitim
penghdnan  yesg yang depal HEM Mameghkulim EFL e LT
tnsgoenn. ST ditinilekanjuli Akunlahivec Penpawassn b ST A
dar of et (Hurc Aramr Prlak=snesn | yeng
Puetha) Muikaab Teknis. ditindnictsin
1 Ferseniase Apoep RT mﬁﬂmi -
AT fm,
g :nmi .::mp Atming g 1
dncgor | G2 LR Limum, (LEF | Rod 139 841 000
cen dipubhken Peoangman
(Enss) Vesgapdian
Terselengzeennys. | 1. Jucish Enspebmi [T}
T cme g dian Wilanah Juprlaty L 97 i
peralaz den vang dinkiken | 54 LHP | Penprwsmss di Rp? 534 554000
malrpinms Lees) g s e | liaghaegnn (1E1
WL § ST tapds | Ervapedtermt vl
#feisil, ehsmdim | 1, uadah 1,1, fL, o
aktadatel i B3 LHF Bd Xla 4 36000
yang dhlnkuion fLEF)
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pemEkEann
kerenia dai
wiegritas
L Tumlsdy o
yang duiakuknn 4 LHF i Rp 133620000
audie  barang (LHP o
dari jasn
4. Jumhmh Saiwn
Kera yung 1
b (Slakosm 9 LH? (LEP Rp 363726000
pmhh':'h.-.n.
Lowsmpan
5. Jumluh il
Evalumi LEGIP Tenagn 3
ﬁne selesai | T4 LHE i-mu-w:m (Eogutany | BP 230310000
peninghai
6, Jumlah Cjuality I kompnlesi
Aruran 0 Diikningan s 2
pogeloines i B ﬁm pen g s e | R ATIE34.000
bmmnpaa
tminksmna Dhikmger
7. Jumiah Tekmia
Lazena
[akim &1 Cricy Baden ! Ry STREI4.000
Pengeoms Pengzroasm {Kugsitan]
Bing | bl eenah
4 Jumib Aguog
F'qmmuﬁ MR |3 Cvng :;ﬂ Ep 344105000
HASEH TR
5. Juxhb 5
£d
i‘;"ﬁ,‘“’“‘ - Cemng gy | TP 246822000
Corpulling
T8 Fouplid
" 133 Cirang m;ﬂh} Rp 643671000
Lagjit  Feal Dok 1ata .
m 1011 buelola Ly | B 107085000
yang
dississalkan
13, Jumlah Sidang o
Melajelns Pelakennsan 4
Eeheomassn 10 LHP MEH AP Rp 20 071.000
Hakim  yung
dhilakszmakan

. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang  efeknf, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hesil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan
dicapal pada tahun 2019, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara
Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretanis Badan
Pengawasan dan Inspektur Wilayah | sampai dengan [V Badan Pengawasan dengan Kepala
Badan Pengawasan.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan atau
kegagalan organisasi dalam mencapai target vang telah ditentukan dan menjadi dasar
penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019,
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1. Peraniian Kinerja Kepale Badan Pengawasan
Tahel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Peneawssan

RAN
TEGIS

TARGET

Terselense asanya
PEOALE AN
pengadusn yang
transparan, efekdif
dan efisien

YETIE
ditindaklan pet
(Surst Penpaduan)

100%

& Fmpmﬁadum
ST
ditindaklanjuli dnu

dipublikas (Kasus)

Terselenggaranya
mAnajemen
peradilan dan
administresi wmum
secars efekiif
efizien dan
akuntabel

100%

l. Jumlagh Feagadilan
yang dilakukean
pengawasan reguler

54 LHP

2. Jumlsh  Pengadilen
yEng dilakukan
pemeriksaan  kinerja
tan infegrites

g3iLHp

3. Jumiah  Pengadilan
yvang dilakukan amdit
barang, dam jasa

4 LHP

4 Jumlah Sghoan Kerjo
yang, telsh dilakukam
pomerikosann
ksmunin

19 LHP

5. Jumiah Evaluasi
LEJIP wanp Selesa

T4 LHE

Paradilan.
Administras

Peoangaman

Pengadoan

il alaakan
f, Jumlsh Qﬂﬂ]it}'

Assrancs
pengelolaan
krunngan
terlaksena

yang

7. Jumlah  Penguatan
Halenm Penpawss

Bidang

&2 Crang

mengilutl assesment

B. Jumlah Pegawai vang i

25 Orang

9 lmmish  Pengmatan

G0 Drmg

:- Iﬁifhnm:

11 Jum]uh
Lanput
Pemeartkeman [TLHF)
BPK img
diselesaikan

10 LHP

12 Jumlsh Sidang
Majelis Kahormaiun
Halkim Yang
dilaksanaan

10 LHP

Mhikumgan
mangjemen dan
dukungan teknis
lninnya

Bp6. 138.841.000

Rpd. 524 564000

Rpd.334.436.000

Ep [133.661.000

Rp 363.726.000

Ep 230311000

e ——————

Rp 471 834000

Rp S78.534.000

244, 105.000

a4 BXT.000

643,67 1000

Ry 107.083.000

Kp 21071000

Jumlah Anggaran : RplS.43 7.084.000,-
Program : Pengawasan Pelaksenaan Tekmis, Admunstres Peracilan, Adminstrasi Urom,
Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen den dudoumgan telmig lmmya
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2. Petjanjen Kincra Sekrelens Badan Pengawasan
Tabel 2.4.2 Perjanjian Kinerja Sekoretaris Radan Penpawnsnn

|
SASARAN -mﬁm R | TARGET | PROGRAM/ | ANGGARAN
STRATEGIS KINERJA el ﬂm- By

Terselengraranya
WIANAJEmEn
peradifan dan
nidrnnisirng urnnm

secara efaktif,

Jumiah
ASRLTATCE
pengslolann
lesarmnpan
rerlaksana

Cruality

e

B Orang

efizien dan
tkuninbel

Tumlgh Pengoatan
Holim  Pengmwas
Bidang

62 Orang

Jumlgh  Pegawai
yang toengiloat
AssesEnt

25 Crang

Prakangan
doknngan teknis
lainnva

Jumiah Penguatan
APP / Consulting
Jumlah Pembinaan
Sisten Pengaduan

60 Orang

155 Orang

_ thsclesaken

Jumlak Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksnan
(TLIIP) BPK yang
Jumlah Sidang
Majelis
Eehormaran Hakim
yanp cilaksanskan

10 LHP

10 LHP

Rp

471.834.000

O78.834.000

Rp

244, 105.000

Rp

244 827.00¢

£43.071.000

Rp

107 083 000

21.071.000

Jumlah Anggarsn - RpL711.415.000,-

3, Perjanjian Kinerja Inspekiur Wilayeh | Badan Pengawasan
Tabel 243 Perjanjian Kinerja [nspektur Wilayah | Badan Peagawnsan

STRATEGIS KINERJA
Terselenggaranys | Persentsse 100% Pengnwisnn -
peTAp A pengaduan vang Pelaksanaan
perpaduan yang | dapht ditindeklangeh Teknis,
twansparan,  ofeionf | (Surar Pongaduan) Admunistras
dan efisien Persentase 1048 Peradilan, Rpl 666 704 000
pengaduan VANE Adliminisirasi
salesE Llrarm,
ditindaklonjui  dan Penanganan
B dipuhblikas: {kasus) Pengaduan
Terselengg sranya Jumilah Penpadilan Rp 644 665,000
efckiafitas, cfigions: | yang dilalulan [ 15 LHP
dan  ghkuntabilitas | penpawasen regules
penyvelengparaan Jumiah Pengadilan Rp =01 486.000
TANHIETIET WAt dilakulan 2% LIHP
peradilan dan | pemerikssan kinerja
acrninisiras ummm | dan i ;
Fuigh Pengadilan [ Rp 33390000

vang dilalokan andit
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harang dan jasa I i

[ Jumlah Satuem Kerja | ' Rp 128856000
VERE dilakokar

4 LHP

pemeriksasm

kcuangan =
Jumlah  Evaluasi Rp 31986000
LEJIP yang selessi | 20 LHE
dilakukan

Jumlah Angearan : Rpd.407.087.000,-
FProgram ;| Peopavwasan Pelaksanaan Tekos, Adminstros Perndilon, Administras: Thoowm,
Penanganan Pengaduan
4. Perjanjian Kinera Inspektur Wilayah Il Badan Pengawasan
Tabel 2.4.4 Perjanjian Kinerja Inspekiur Wilayah Il Badan Pengawagan

100%%

Admindstran
160% [ Jmnm, Rpl B252485 000

Pengaduan

dittndaklanjul dan
dipabtikas
(kasus)

Tersalangparamya Jumlah Pengadilan
efektifitzs,  efisiensi | vang  dilskukan
-5  kuntabili p iy 14 LHP Ep 441.345.000
penyelenparan repuler
manajemen  peradilan | Jumdah Penpadilan
dan administrasi | yang  dilakukan
THIUTT pemeriksaan 23 1LHP Ep 9285060000
kirerin disn
integritas

Jumlsh Pengacilan
| yang dilukukan
audit barang dan 1 LHP Rp 28.019.000
1885 ! sudif
kepegawaian
Jumlsh Sutwan
Kerja yang |
dilakukamn | 2 LHP F‘.P G5 923 0040
premeTiksRan
kenangan ;
Jumlah TBEvaloasi Rp 126.9%5.000
LEjIP yamg 25 LHE
sedesan dilakukan

Jumlah Angearim @ Rp3.447, 433,000,

Program : Pengawasan Pelaksanaan Tekmis, Admimsras Peradilan, Administras: Umam,
Penungunen Pengaduan
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5. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah 111 Badan Pengawasan
Tabel 2.4.5 Pevjanjian Kinerja Inspektur Wilayah [Tl Badnn Pengawasan

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

Terselengearamya
pEnEnganan
pengaian

dan efisien

yang
mransparan, efekuf

Persentase
pengaduan  yang
derpas
ditindaklanjuti
{Surat
Peneadnan)

100%

| Perseniuss

85
£
|

g

100%

| Terselengparatiya

oiekfificng, afizionai
dan  akuntabilites

| penyelenggaraan
| Tingjemen
| pensdilan

dan
EdmniS A W

20 LHP

1LHP

2 LHP

Jumlsh FEwaluasi
LEjIP yang

Tomlah Anggaran * Rp3.324.957.000,-

salanmi dﬂahn}_ﬁ_'l

= e s i

Penpawasan
Pedakcsanagn
Telkmiz,
Adbrmimi strasi
Perachlan,
Admimstrasi
Umum,

P et 2o
Pengaduan

Rpl 400472000

Rp 874 627.0060

Rp 916287000

" Rp 37008000

Rp 64.595.000

Rp 31.258.000

Program ; Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrazi Peradilan, Administrasd Unom,
Penonganm Pengodiun

6. Pemanpian Kinena Inspektur Wilayah TV Badan Pengawasan
Tabel 1.4.6 Perjanjian Kinerja Inspelotur Wilayah IV Badan Pengawasan

SASARAN | INDIKATOR | TARGET ANGGARAN

Tosclengguranyve | Perseniass  pengaduan 100%, -

[ AT VAR dapat

pengndusn  vang | dinndaklanjub Teknis,

tranyparan,  efelaf | (Sueat Pengaduan) | Administrasi

dan efisien Perseniase  pengaduan 100%% Pemdilan,
yang selesal Administrasi Rpl.247.380.000 |
diindakianjui  dan | Urum,
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dipuiilikasi
{hasng)

Terselenggaranya
cfidktifitns, clsens
dem  akumtakalitas

Jumiah Pengedilan
yang dilakukan
penpawasan reguler

16 LHP

penyelengparsan
AN poImen
perndilan dan

adonistrazi e

Jumlah Pengadilan
Yang dilakukan
pemerilisaan  Kinera

yang dilakukan andit
barang dan jasa

et

13 LHP

1 LHP

Jumlsh Satuan Kerja
YR dil ekl
pemariksian kewanpan

2 LHP

Jumilah Evaluasi
LEjIP  wvang selesu
dilekizhan

10 LHE

Penpadunn

Rp 562.927.000

Rp 587,797.000¢

Rp  35.264.000

Rp 73.352.000

Bp 3936100

Jumlgh Anggaran |

Rp2.547,082.000,-

Program ; Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Adminisiras. Peradilan, Admunistrast Umum, Penanganan

Pengadosn

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan
Parbandingan capaian kegiatan Badan Penpawssan tahun 2018 dan tghun 2019 adalah

sebagai herikut :
Tabel 1.5.1 Capaian Kinerjo Badan Pengawnsan Tahon 2018

Kasus 148 LHP 12204,
Repuler | 49| 52 | 32 | 19 | 152 BILHP | 171% |
Audit PB  F 2 |5 |8 1 & LHFP 137%
Reviu RKAKL
dan Reviu it | 5 4 LHP 125%
Reyiu LK 9| 6 | 0|0 § 2 LHP 300%
Pemernksaan
Kinerja 7 o I o e 100 18 LHP 178%
Intepritas
Pemesiksaan 4 | 212 |2 10 10 LHP 100%
Kﬂuaﬂgi_m : I
Evaluas LETIP | 25 | 19| 10 74 74 LHE 100%

hfuﬁﬁdmjemen
Fotncanian L | 1 T 1 4 LHP L00%
Monitonng M R 15 12 LHP 125%

TOTAL | 158|205 123 | 72 | 558 429 141%

* Eematan Sawpaz unduk melakukan pemerikszan reguler berkaitan dengan penyelesaian
perlarn dun peoegakan disipln pada Unit Bselon [ Mahkamah Apme
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Tabel 1.5.2 Capaian Kinerjn Badan Pengawasan Tahun 1019

Kasus 54 | B5 | 40 | 26 205 175 117%
Reguler 15 14 | 19 L] 58 54 L%
Pemeriksasn | 117%
Kinerja/ Zona k|35 |25 | 1N o7 83
ntegritas :
Monitoring 30 [ =31 115 | 22 06 57 168%
Ii;emﬂnknln 4 12 2 2 21 10 210%
EUARZAD
Revin T.K = & = 5 § 2 300%0
Revia / 400%
Verifikasi & - ’ g 5
pernyataan telah
| direvin |
Revin Hibah = 5 3 : 5 2 250% |
Revie 100724
Pengelolaan - 4 - - 4 4
Anggaran
Reviu ' 100%
Perencanaan - 3 - - d %
AnNggaran
- Reviu PNBY - 2 - - | 3 3 100%%
Reviu FIPK -1 4| -1]: E i 100%. |
Evaluasi LKjIP 1 5 1 1 b 7 114%
Audit 100% |
Muanajemen 1 1 1 | ) 4 !
Kepepawaian
Audit PRI 1 1 1 1 4 4 1 (%%
SIDAK 26 S2%
Mysteri Shopper 11 o i
TLHP BPK 21 10 2104
'LO 423%
| Pendampingsn i L. IeN :
TOTAL SNE SN Sk N e T

Capaian kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 201% melsbihi target
vang direncanakan dan target 1009 yaitu 173%
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. [Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian lkinerje dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian
kinerja sasaran, yaitu membendingkan antara rencana kinera (performance plan) vang
ditnginkan dengan realisasi kinerja fperformance rasult) yang dicapai orpanizasi. Selanjutnya
dilakukan analisis terhadap penvebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gupl vang
terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperfukan dimasa mendatang Metode ini bermanfaat
untuk memberikan gambaran {entang pelaksanaan misi organisas: dalem rangka mewujudkan
iujuan dan sasaran vang wlah diletapkan dalam Kencana Siralegs (Rensira) ahun 2015 -
tahun 2019,

Kualitas hasil Pergawasan dapat dilihat dar indikator keberhasilan sasiran serta tanpet
dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2019, schapai
berikut :

Tahel 3.1 Penguiuran Kinerja Badan Peagawnsan Tahun 2019

SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
STRATEGIS | KINERJA Yo
'Terselenggaranya 1. Persentase 10:0% 100 LO0%
penanganan pengaduan  yang {2952
pengaduan dapat pengaduan)
masyarakat secara difindeklanjuti .
transparasi, efektf | 2. Persentase 100% 117% 117%
dan efisien pengadusn  yang | [175 LHP) {205 LHP)
selosan
ditindaklanjuti dan
dipublikasi
Tetselenggaranya L. Jumlzh Pengadilan 34 Satker 55 Satker 107%
TN ETTEN yang dilakulkan
peradilan dan PeRgEWasAR
administrasi umum | reguler _
sccara efektif, 2. Jumlsh Pengadilan | 83 Sather 97 Satker 117%
efisien dan yang dilikukan
akuniahal pemertksaan
kinerja dan
| intspritas
3. Jumlah Penpadilan| 4 Satker 4 Satker 100%;
yeng  dilekukan
audit berang dan
jasa
4. Jumlah Satuan | 10 Satker 21 Satker 2105
Eegs vang telgh |
dilakukan
pemertksazn
heuangan |
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5. Jumlash Penguatan | 62 Orang 188 Orang 3%
Hakim Pengawas
Bidang

6. Jumlash Pegawai 25 Orang 32 Orang 1285,
yang  mengikuti

7. Jumlah Penguatan 60 Orang 63 Orana 105%
APTP/ Consulting

8.  Jumlsh 155 Orang 196 Orang | 26%
Pembinaan Sistem
Pengaduan -

9. Jumlah  Quality | 80 Orang 96 Orang 120%
Asmunnue

- pengelolaan

kenangan  yang
terlaksana

10. Jumlah Tindak 10 LHP 20 LHFP 200%
Lasjut Hastl
Pemernikegan |
{TLHP) BPK vang |
diselesaikan

(1L Jumlsh  Sideng | 10LHP 2 LHP 20%

Majelis
Eehormatan
Hakim yang
icriaksana ==

12 Jumlsh  Ewalussi 74 LHE 74 LHE 1008
LEJI[P yang selesai
dilakukan

B. Analisis Akontabilitas Kinerja

Badan Penpawasan dalam melaksarakan Misi vang menjadi {angoung jawah organisas,
telah menetapkan 7 (dua) sasaran yang rincian Analisis capaian masinp-masing sasaran dengan

indikator-indikator kinerjanya, diuratkan sebagai berikut

SASARAN 1 : Terselengparanya perapganan pepgoduan masyarakal secarn fransparan,

efektif dan efisien

Target | Realizasi | ©
Ne | Indifator Kwerjd
2018
1 | Perseniase Pengaduan | 100% 100%
yang dapat (3080 | (3.080
ditindaiklan]on, pengad | penpadu
uan} Am

Indikator kinerfa ke - I ;Persentase Pengaduan masyarakat vang dapat ditindaklanjuti.
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Pada Tahun 2019 pengaduan vang masulk ke Badan Pengowasan Mahkamah Agung
seiumlah 2952 pengaduan denpan capaian kinerja 100%. tindaklanjur atas sumt tersebut dipering
sebupgal bertkut @ dipemksa Tim Badan Pengawasan 290 pengaduan, dijawab dengan surat 785
pengaduan, didelcgasikan ke pengadilan tk. Banding 52 pengaduan dan tk Pertama 779
pengaduan, diteruskan ke Mahkamah Agung 35 pengaduan, masih dalam proses 996 pengaduan
dan diarsip 15 pengaduan,

Perbandinpan pengaduan vano masuk dilam § (lima) t2hun masa Renstra Taohon 2015 -
Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumilzh 2366 penpaduan denpan tabum 2015 sejumlah 1 408 penpaduan,
mengalami kenaikan sgjumlah 928 pengaduan,

2. Tahun 2017 sgjumlsh 2.642 pengaduan dengan tabun 2016 sejumlah 2366 pengaduan,
mengalami kenaikan 276 pengaduan,

3. Tahun 2018 sgjumlah 3.080 pengaduan dengan tahun 2017 sgjamlah 2 642 pengaduan,
mengalami kenaikan 438 pengacduan.

4, Tahun 2019 sgjumish 2.952 pengaduan depgan tahun 2018 sgjumlah 2080 pengaduan,
mengalami penurunan 128 pengaduan,

Dari perbandingan 5 (lima) tahue pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rensta
2015 — 2019 secara wntm dalam 4 (empat) tohun terdapat kenaikan pengaducn yang diterima
oleh Badan Pengawasan dikarénchan adanye aplikasi SIWAS vang memberikar bemudahan
masyarakal dalam peryampalan pengadion dimanapun, kecuali pada ok 2019 saja terfodi
pentruncn kal ini terjadi karena kinsrie dari Badan Pengrwasan dapat dirasakan langsang oleh
mursyarakal yaity berupn penargan peegodunn yang cepst dan pesyaiwhan serkst yong iegas,
dengar demikian kinerje Basan Pengowasan sudah berupa outcome.,

Indikaior kinerja ke-2 : Prosenigse pergoduan matsarakot vang selesal ditindakionfuti don
hltkasi

?brgﬂ.r ol igoct
No | Indikaror Kmerjo
2018
1 |Prosentase pengaduan | 10000 122%
VanE selesai | (148 (181
ditndaklanjuti  dan | LUP) | LEM
dipublikasi

Pada Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menindak lanjuti surat pengaduan dengan
membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemenksaan, hasil pelaksanaan pemenksaan tersebut
berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah 205 laporen, melampaui farget yvang telah
ditetapkan sejumlah 175 LHP dengan capaisn kinerja 117%

Perbandingan pengaduan yang selesal diindaklamjutt dzlam 5 (lima) tahum Renstma Tahun
2015 — Tahun 2019 adalah *
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1. Tahun 2016 sspnntah 247 LHP dengan tabun 2015 sejumlah 202 LHP, menpalami kenaikan
sehesar 45 LHP

2, Tahun 2017 sejumlah 228 LHP dengan tahun 2016 sejumlah 247 LHP, mengulati penurunan
scjumlzh 19 LHP,

3. Tahun 2018 sejumiah 181 LHP dengan tahun 2017 sejumlah 228 LHP, mengalami penurunan
sejumlzh 47 LHP,

4. Tahun 2019 sejumlzh 205 LHF denpan tahun 2018 sejumiah 18] LHP, mengalami kenaikan
sejumlah 24 LHP.

Deri perhandingan  § (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalom Renstra
2015 - 2019 terdapar kengikan pada tafum 2016 dam tahum 2019 dan perurunon pada tafiun 2018
e ceshun 2017 dart LHP pengaduan yong ditfndakicaygut, aken feiapt bukan berartt kinerie dari
Badan Pengawasan tidak stabil karena fike dilihat davi farget yang ditetapkan seliap lakvinvg
sefalu reqlivasi dari pengoduan yang divmdaklaniutt melebihi dari target vang telah ditetapken,
walaumm disici lain masik terdapat pengaduan yang ditindaldanjuti penanganarnys apak lama
tetapd hal tersebur buban herkencan denpan tinerfa dari Badan Pengrwasan terapi fehih kapods
Reterbatasan Sumber Daya Manwsia (SDM) dan angoaren yang cersedia, dengan demikion kinera
Hadan Pengawasan sudoh berupa onipad penting.

Aparat peradilan vang dikenakan sanks) berasal darni pengaduan vang ditindaklanjuts yaitu
sgjumliah 205 LHF, dani 205 LHP yang ditindaklanuti sejumiah 8¢ LHP tidak terbukti atau hanya
diberikan peringatan saja sedangkan sejumiah 119 LHP terbukti dan dikenakan hukuman disiplin.,
Dan 119 LHP tersebut aparat peradilan yang dijatubi hukuman disiphn sepumlah 179 omog seperti
tabel berikut

Tabel 3.2 Hukuman Disiplin Tahua 2019

- ke Hukuman Diﬂi}iiﬂ I J_ i
0 ang - TR ] um
3“1"1: e _,_.;5:]

I. | Hakim | 26 13 46 85
Hakim Ad How | - 1 . 1

? | Panitera 3 3 11 17
3. | Sckretans = : 2 2
4. | Panitera Muda 6 3 3 14
5. | Panstera Penggam Y 3 B 20
6 | Jurusita 2 - 1 3
7 Jurusita Penppant p - 4 fi
B Pejabat Strulctural ] - 3 9
9 | Staf 13 3 3 19
10, | Calon Hakim z 1 - 3

Jumlinh (i3 9 a1 179
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SASARAN 2 Terselengparanyn mangjemen peradilan dan adminisiras umum secara efekif,
efisien dan akuntabel

Fndikator kinerja ke-1 : fonioh pepgaditan vang dilakubon pengawasan repulsr

Jargel | Realsosi | Capaian

No Indikator Kimerja

2008
I | Jumlah penpadilan yvang | 100% 171% 171%
sutlah dilakukan | (39 (152 (54 (55
pengawasan reguler Satker) | Satker) Satker | Satker)

FMada Tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan reguler terhadap 78
satker melampaui dan target yang teleh ditetapkan sejumlah 54 satier,
Perbandingan pengawavar reguler dalam lima tahun masa Renstra Tahum 2015 - Tahun
201% adalah ;
| Tahun 2016 sejumlah 169 satker dan tahim 2015 sejumlah 99 sather mengalami kenaikan
sejumlah 70 satker
2. Tahun 2017 sejumlah 125 satker dan tehun 2016 sejunlah 169 satker mengalami penurunan
sejumlah 44 satker
3. Tahun 2018 szjumlah 132 satker, tabum 2017 sejumlah 125 satker mengalami kenaikan
sejumlah 27 satker
4. Tahun 2019 sejumlah 58 satker dan tahun 2018 sejumlah 152 satker mengalami penurunan
seumlah 94 satker, bal e diksrenskan dalam rangkas mengoptimalkan pengawasen reguler
vang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding.
Daari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yeng telah ditetapkan dalam Renstra
2015 — 2019, tahun 2015-2016 dan tmhun 2017-2018 terdapal kenarkan yemg tidak begitu besar
dari setker yang dilakukan permeriksaan réguler, dalam hal ini kinerja Badan Penpawesan baru
berupa ouipitd dikarerakan berdasarkan pada fumich saiker vang relah dilakutan pemeritagan
reguler, sedanghkan kiverja yang schenornya dori Bodan Pengowasan dimilar berdasarkan pada,
Perapa parsen dart satber vang fafoh dilabukan pemeribsean repuler sudal tertth odmonsiras:
peradilan vang baik dan benar, kuallias stgndard peloyvanan, sarana dan prasavana pelayvenan,

penengana: pengaduan sefinggo dapal meningtatkon kepercayaom masyarakr.

Indikator Kinerja ke-2 : Jumlah pengadilan yang sudah diakukan pemeriksacn Kinerja dan
inreErias

No Indikator Kinerjz

drger

1 | Jumlah pengadilan vang | 100%

sudah dilakokan | (78
pemeriksaan Satker)
kinerja/integyitas
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Peloksanaon  Pemeriksaen  Kirerja  dan Iniegritay  dimaksuckan  wwuk  menpukar
FPenyelengparaan manajenen peradilem, dientaramea pade bidarng Pengoturan dan pengurisan
miasericty orgonivos, kualitay standard pelayanan, sarara daw prasarans peloyanan, penamgangn
pengadvan, admimstrasi dan finansiol seria uncuk menfamin rereib adminisirasi peradifen yang

baik dan benar sefingga dapal meninghkatian kepercayaan msyaranal (erutama para pencari
keadilan.

Pada tahun 2019 Badan Penpawasan melakukan Pemeriksaan Kinerja/intepritas peda 97
Satker dimana melampaui tarpet yanp telah ditetapkan yaitn 83 satker denean capeian kners
1 17%.
Perbandingan Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksasn kinerjalintegritas
dalam lima tahun masa Renstra Tehun 2015 — Tabun 2019 adaleh .
I. Tahun 2016 sejumlah 101 satker dan tahon 2015 sejumiah 107 saiker mengalami penurunan
sejumlah & satker.
2. Tahun 2017 sejumlah 102 satker dan tshun 2016 sejumiah 101 satker, mengalami kenaikan
sejumlah 1 satker,
3. Tahun 201% scjumlah 100 satker dan tatun 2017 scjumlah 102 sstker, mengalami penmurunan
sejumlah 2 satker.
4. Tahun 2019 sejumlah 97 satker dan tahun 2018 sgjumlah 1090 satker, mengalami penurunan
sejumlah 3 satker,
Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan delan Rensia
2015 - 2012, terdapat penurunan’fonaican varg Hdak begit besar dari satker yang dilakuldan
pemertkiaan Knerja'imtegrites | dolam kal ini kineria Bodas Peagowasan bore berupa ol
dikarenakan berdasarkan poda fumilah satker yong relah dllakukan pemeriksaan binecfa/infegritas,
redongkan Kinerfa yang sebenarmya dari Badan Penpgowasan dinilal berdasarsan pada berapa
persen daré saiker yang teloh ditakukan pemericiaan kinerjatintegritas sudal tertih administrasi
peradilen yareg btk dan benar, kualitas stendurd pelapanan, sarana dan prasarana pelayanan,
pengpganan peagaduan sehingpa dopal meningkaikon kzpercayacm moswirakal,

Indikator kinerfa ke-3 : Jumlah pergadifan yarng dilakukon awdit baromg der jose

Tarpe | Realisasi
Mer Tondifeior Krserpa !
2008
1 | Jumlah pengadilen yang | 100% | 1374
sudeh dilakukan audit| (8 {11
Barang dan jass Satker | Satker)
)

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melalukan Pelaksanaan aoudit pengadaan basang
dan jasa pada 4 setker mencapan target yang telah ditetapkan yaito 4 satker, dengan capaian kinerja
100,
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Perbandingan pengadilan vang sudah di audit pengadaan barang dan jasa dalam lima tahum
masi Renstra Tahun 2015 — Tahun 2019 adalah
1. Tahun 2016 sejumizh 12 satker dan tshun 2015 sgjumiszh 12 salker, twek temdapsat
kenaitkan/penurunan jumleh satker,
2. Tabun 2017 sejumlah 14 satker dan tahun 20146 sejumlzh 12 satker, mengalam kenaikan
sejumlah 2 satker
3. Tahun 2018 sejumiah 11 safiker dan tahun 2017 sejumlah 14 sither mengalami penurunan
sejumlah 3 satker dan
4 Tahun 2019 sejumlah 4 satker dan tatun 2008 sejumlah 11 satker, mengalami penunman
sgjumlah 7 sather.
Diari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian fujuan yang tclab ditctapkan dalam Rensta
2015 — 2019, terdapail perururan/kenaiion kenafkan vang tidak bepitu besar darr satker yeng
dilakuban audic barang dan josa, dalam hal w kinerjo Badan Pengawasan bary berupa eutput
dikarennkon berdasarkon podo jumdok setker yang ielgh diiokukon cudi barang dan faia,
secrghan kimerjo vemg sebendarmyve dert Badon Penpawasar dinilal berdosarkan pada berapa
persan dori savker yang relak dilakukan oudit berang dan jasa yong sestigi dengan perafioran g
ada delam pengelolaan barang dan jasa

Indikator kinerja ke-d: Jumiah pemeriksaan kenangan yang ditakutan

_ Targe | Realisasi | Capoia
Nor Inikator Kinerja i n
2018
1 | Jumlah  pemersiyann | 100% | 100% 100% | 100% | 210% 210%
kerionpan yang | (10 {10 (10 (21
diferkakan Satker | Satker) Satker | Satker)
I )

Pada tahun 2019 Badan Penpawasan telih melaliukan Pemeriksaan Keuangan pade 21
satker, melampaui tarpet vang telah ditelapkan yaitu 190 saticer, dengan capaian Kinegja 210%.
Perbandingan pengadilan vang sudeh dilakukan pemenlsaan kevangon dalsm hma tahun
maese Renstra Tehun 2015 — Tahun 2018 adalah |
I. Tahun 2017 sejumlah 24 satker dengan talnm 2016 sepumlah 31 satker mengalami penurunan
sejumlah 7 satker, dan
2. Tahun 2018 seyumlah 10 satker dengan tahun 2017 sejumlah 24 satker mengalami penurunan
sejumlah 14 satker .
3, Tahun 2019 sejumnlah 21 satker denpan tahun 2018 sejumlah 10 satker, mengalami kenaikan
sejumlah 11 satker
Dari perbandingan pencapaian tujusn yang teizh ditelapkan dalam Renstra 2013 — 2019,
ferdapal  perarunarnvkenaikan yemg tidok begitu besar duri jumbah saiker yang dilakbuton
pemeriksaan Kewengan, dalam hol wn kmerje Badon Pengawason baru berupa oulpul
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dikarennkon berdosarkan pada fumioh satker yarg felah dilakukon pemerioaan keuangan,
sedavighan kiserfa vang sebenarnye dert Badon Pengowasan dinilar berdasarkan pods berope
persen dari satkey yemg telah diakwkar pemerikocan kenangan apabila dilakuban pemeriksaan
aleh BPK potensi temusminya sangal kecll,

Indikator kinerja ke-5: Jumlah penguaian hakim pergowas bidang

Targe | Realisasi | Capaia
Mo Ineirkator Kinerja [} n
2018
1 | Sumlah pengnaran | 100% | 154% 134%
hakim penpawas bidarg | (130 (201 (62 (188
Orang | Orang) Qrang) | Orang)
/

Umtuk meningkatan kapasitas Hakim Pengawas Bidang, Badan Pengawasan peru
mengawal dan memberikan pembekalan agar Hekim Pengawas Bidang dapat melaleanakan tugas
pengawasan secart optimal dan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pongawasan,
Pada tahun 2019 kegiatan rakor penguatan hakinn pengawas bidang telah dilaksanakan
dengan peserta sgjumlah |88 orang melempaui target yang telah ditetapkan yaito 62 erang, dengan
capaian kinerja 303%.
Perbandingan Jumlab rakor penguatan bakim pengawas bidang dalam lima tahun masa
Renstra Tahun 2015 — Tahun 2019 adalah ¢
1. Tahun 2016 sejumlah 143 orang dengan tahun 2013 sejumlab 489 orang mengalami penurunan
sejumlah 346 orang,

2. Tahun 2017 sejumlah B0 orang dengan tahun 2016 sejumlzh 143 orang mengalami penurunan
sejumlab 63 orang, dan

3. Tahun 2019 sejumlah 188 omng dengan tahun 2018 sgjumlah 201 orang mengalami
penanman sejirnlah 13 orang,

4. Tahun 2018 sejumlah 201 omng dengan tahun 2017 sejumleh 30 omng, mengalam) kenaikan
sejumiah 121 orang.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan vang telah ditetapkan dalam Renstra
2015 - 2019, terdapal pemurunan yang signifikan pada fohun 2016 den kenaikan yng sTEnifikan
pada tahun 2018 seria perrurunan pada falmin-tafu leinnya yang tidak beginu besar pada peseria
rakor pengitian fokim pengawos bidave, dalam hal inl Kinerja Badan Pengawavan barn berupa
orlpul ini dikarenakan berdosarkan pada jumilah peserta yarg mengikuti rakar penguatan hakim
pengawas  budimg,  sedongkan kinerja yeng sehemgrrmya davi Badan Penpowasan dindlal
berdagarkan pada berape persen dari peséria rakor penguaian hokim pengavar bidang dapat
mengimpiementasikan setelah kemboll ke satkernya serta dopor meloksanakan fugos pengawasan
yecara optimal dan bersinergi dengan pengawasan yang dilgkukan oleft Badan Perigawasan,
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Indikator kinerjn ke-62 Jumioh avvesment vong telok dilaknkan

Tarpe | Realisasi
N Indikator Kmera !
2i1E
1 | Jumiah assesment yorg | 100% | 100%
relaf difakukan (27 {27 (25 (32
omng | Orog Orang) | Orng)

Assessment adalah suatu proses untuk menpetahae kemampuan seseorang ferhadap suatu
kompetensi, berdasarkan bukti-buktl. Pempertian Kompetensi adalal seperanghal pengrelchuan
kererampilan, dan perilaku yang harus diflikl, difcvarl don dituesai dan diakiualisasifan dalam
kehidupan.

Tahun 2019 Badan Pengawasan telzh melaksanakan 2 kegiatan asseament atau selgra
denzan 1% vang diikuti oleh 32 omng peserta, pelaksanaan assesment ini melampui target yang
telah ditentukan yaitu sebanyak 2 kegiatan dengan 25 orang peserta dengan capaien 128%.

Perbandingan Jumlah Assesmend dalam lima tahun masa Renstre Tahun 2015 — Tahun 2019
adalah ;

1. Tahon 2016 sejuniah 20 orang dengan tahun 2015 seiumlab 30 grang mengalami penurunan
sejumlah 10 orang,
2, Tahun 2017 szjumlah 21 orang dengan tahun 2016 sejumlah 20 orang mengalami kenaikan
setumleh 1 orang,
3, Tahun 2012 sejumlsh 27 oreng dengan twhen 2017 sgpumlah 21 omog, mengalam kenaiken
sgjumlzh & orang dan
4. Tahun 2019 sejumlab 32 orang dengan tabun 2018 sejumlah 27 orang, mengalami kenaikan
se¢jumlah 5 orang
Dan perbandingan 5 {lima) tahun peacapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015
- 2019, terdapar penuruncrbenaikan yang tidak bepimy besar darl peserio yang mengitut
Asvesmeni, dalam k! inr birerja Badan Pengeworsm barw berupa omtpnl v dikarenakan
herdasarken pads jumlch peserta vang meagiheti assesmend, sedprgban binerjo pong sebenaraya
clari Badan Penpawasan dinilal berdavarkan padst berdpa pergen dayi peserca yang mepgikuti
cssesTRERt Vang Kompefensi aibidangma.

Indikator kinerja ke-7: Jutifah penpuatan AP Cansult o

Targe | Realirasi | Capeia
Mo Indditator Kmerya f 1
218
1 | Jumiah penguatan | 100% | 147% 147%
APIPCongulting (130 (191
Orang | Orang) Oranp) | (orang)
J
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Conzulting adalah ketika Anda meminta bantzan secrang shli (konsultan) untuk
memecahkan masalah vang dihadapi, di simi kata kuneinya adalah pemecahan masalah {problem
solving).

Pada talun 2009 kegintan rukor penguaan APIP [/ Consulung tclah dilaksanskan dengan
peserta sejumiah 63 orang melampui target yang telah ditetapkan yaitu 80 orang, dengan capaian
kinerja 105%,

Perbandingan Jumlah rakor penguaten APIP ¢ Consulling dalam lima tahun mase Renstra
Tehum 2015 — Tahun 2019 adalah
1. Tahon 2017 sejumiah 340 orang denpan tahun 2016 sejomlah 321 orang, menpalami kepaikan

19 oranp.

2. Tahun 2018 sejumlah 191 orang dengan tahun 2017 sejumlah 340 orang mengalami penuranan
sejumlah 149 orang,

3, Tahun 2019 sejumlah 63 orang dengan tahun 2018 sejumlah 191 orang, mengalami penurenzn
sgjumiah 128 orang.

Dan perbandingan  pencapaian tujuan vang tzlah ditetapkan dalam Rensta 2015 — 2019,
terdapn perarnan di tokun 2008 dan 2019 veng sipnifitan dar pada takum-takun sebelumnya
ferjadi kergikan yang kecll dalam jumilah peserfa, dalam hal ini kinerpa Bodan Pergawasan bari
Berupe ouipud i dikurenakon berdesarkan pade jemiah peserta yang mergikuli rakor penguaion
APIP ¢ Comsulting, sedangkan kinerfa yang sebencripe dard Badan Pengowasan diniiai
berelasarkan pada berapa persen dari peserta yang mengitutl rakor penguatan APIP 7 Conswlitrg
tersehat lerselesaikan permaralaiannya

Indikator kinerja ke-8: Jumlah pambmocan sisters pengeduan

Tarpe | Realisayi | Capaia
N Indikator Kinerja ! n
28
1 | Jumlah pembimaan | 100% 108% 108%0
sistem perpaduarn (145 (157
Orang | Orang)
)

Pelaksenaan kegielan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penpoatan Sistem
Pengawasan Aparatur Persdilen edalah untuk mengetaho kemampuen dan peningkatan kapasitas,
kapabilites dan inlegritas apamater peradilan dalam menangani pengaduan.

Tahun 2019 Badan Pengawasan telah meiakukan 2 kegatan pelaksanaan pémbinsan sstem
pengaduan dengan target 155 orang peserta atau setara dengan 100% dan realisasi sebanyak 196
orang peserta atan 126%, melampin fargel yang sesual denpan perencanaan yaiu 155 orang
peserta Hal mi dikarenakan ada ketersediaan anggaran yang mencukupi dan adsnys permintaan
dan masino-masing satker vang ada.
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Perbandingan Jumlah rakor Pembinean Sistem Pengaduan dalam lima tahun masa Renstra
Tahun 2015 - Tehun 2019 adalah

I. Tabun 2017 sejumlsh 184 orang dengan tahun 2016 sejumlah 336 omng, mengalami
penuiunan scjumleh 152 orangz, dan

2. Tahun 2018 seyumlah 157 orang dengan tahun 2017 sejumiah 184 orang mengalami penurunan
sejumliah 27 orang.

3. Tahun 2019 sejumlah 196 orang dengan tahun 2018 sejumiah 157 orang, mengalami kenaikan
sejumiah 39 orang.

Dran perbandingar 5 (lme) tahun pencapaian tujusn yang t2lah ditetaphan dalam Renstra 2015
= 2019, rerdapen penvr urctn yarg signifikan pada lofun 2017 dan kenaikan seria pemaimen yang
ficdek Degitu besar, dalam hal ini kinerja Boadon Pengawasan bery berupo oulpul ini dikarerakan
berdasarkan pade fumlah peserta yang mengikuli pembinaan sistem penpaduan, sedaveken
kinerja yang sebenarmya dari Boadan Pengewasan dimlal berdasarkan pada berapa persen dart
peserta yang mengit pembingan tersebut setelah kemball ke sathermyo dopat melakubkor
PERGREN penpadiuar seRal denpn peraturan yang sudah ditentutan

Indikaior kinerja ke-9 @ Jwmlah kegigton Quallty Assuromce pengeloleom keuengen yang

ferfeksa
Targe | Healisasi | Capaian
No | Fadikater Kimere f
2018
| | Jumlah rakor gquality | 100% 151% 181% 100%, 1 20% 12058
apsurante penpelolaan | (2 (236 (1 (1
k=usngan vang | Kegia | Cmng) Kegiat | kegiatan
terlak=ana tan/ an/ 80 96
130 Orang | (orang)
Orang }
)
Quality Assurance adalah kegiaten vyang memastikan  sistematis  pekerjaan

diimplementasikan dalam sistern mutu sesuai ketentuan vang berlsku dalam  pelaksanaan
pelayanan peradilan, Pedo tabun 2019 kepeton Cuality Assueance (penjaminen kualias) wloh
difaksanaken pada 1 lokaai (96 orang) melampaw target yeng teleh ditetapkan yaiu 1 lokesi (50
orang), dengan capaion kmera 120%;,
Perbandingan Jumlah rakor quality asswrance pengeiolaan kewangan yang teriaksang
dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 — Tahus 2019 adalah :
1. Tghun 2016 sejumlah 2 lokasi dan tshun 2015 sejumlah 4 lokasi, mengalami kenaikan
sejumiah 2 lokssi.
2. Tabum 2017 sgjumlah 2 lokasi dan tahun 2016 sejumlah 2 lokasi tidak ada kenaiken/
penurunan,

e e e e
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3 Tahum 2018 sejumlah 2 lokesi den twhun 2017 sejumlah 2 lokasi, tidak ada kenaikan/
penurunan,
4. Tahun 2019 ssjumiah | lokasi dan tabun 2018 sejumlah 2 lokesi, mengalami periurunan |
lukas.
Dari perbandingan 3 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetzplan dalam Renstra
2015 — 2019, terdapat perurunankenaikan yang siabil hal ind berkaitan dengan penerapat dar
mandjemen risito dalam perencanaan satker yarg okan ditkat sertakan dalfam Regiatan  Quality
Assurance sehingra nasitiva tepar sasevas, dulam hal iwi copoin kinerja Badan Pengawasan
berupn oulpwd penling korena kinedga yane dilikor bukan devi pemetapan jumlah satker e
peseria yang o kegiatan Quality Assurance telapl dilthar dari hayil dari kegiaran Quaiity
Assirance rersebur.

Indikater kinerja ke-10 ; Jumlah Tindak Lanjur Hasi Fﬁmmhﬂmﬂ I HF: HFK vy terlaksong
Target | Realise | Copaio |Niiree i aiisil Canta

Nu Indikator Kinerja 5i 5
2018
1 | Jumlah Tindak Lanjul 100% 100% 1 (0%
Hasil Pemerikszan a0 | (o
(TLHP) BPK yang LHP) | LHP)
terliksana

Salah satu indikator yang dapal dipunakan umtuk mengetabui  akuntabilitas suatu
pemennishlembags adalah dengan melihar seberapa alaif pemerintalvlembaga menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemenkssan Badan Pemeriksa Kesangan (BPE), rekomendssi 3PE adalah
saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannys kepada entitas untuk melakukan
perbaikan.
Tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
BPK dengen terget 10 LHP atau zotara denpan 100% dan realisasi vang dilaksanskan sebanvak 20
LHF atan 200%, hal ini melampeui program den ketersechann anggaran yang telah ditetaplan
Perbandingan Jamlah Tindok Larjur Husd Pemeritsoam (TLHP] BEK venp terlatsana
dalam lima tabun masa Renstra Tahun 2015 - Tahun 2019 adelah |
1. Tahun 2017 sejumlah 7 LHP dengan tahun 2016 sejumlah 40 LHP, mengalami penurunan
sgjumish 33 LHP,

2. Tahun 2018 sejumiah 10 LHP dengan tahun 2017 sgjumlah 7 LHP, menpgalami kenaikan
sejumiah 3 LHP.

3. Tahun 2019 sgjumlah 20 LHP dengan tahun 2018 sejumlah 10 LHP, mengalemi kenaikan
sejumiah 10 LHP.

Dari perbandingan 3 (lima) tahun pencapaan tujuan yang telsh ditetapksn dalam Renstra
2015 — 2019, terdapal penurynan yomg poling signifttan peda tahun 2017 dan kenatian yong
besar padsa teimn 2019V dari targer vang ditetapkar, Aol int fentumye menjadi perhtion intk

e e e PR
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penstapan targe! pada ohun yong okan deiang sehingga aniara tarpet yomg telah diletapkan
dergan realisasinye tidak begitu terpaut besar, tetapi ini Gidak berpengaruk kepada kinera dari
Barlan Pengawasan dengen capaian kinerfa outpui penting, hal wi didasearikan kepada cepetiiva
temdcint yang diperbaik serfa hosi dari perbaikan tersebar daper diterima ofeh BPK,

_ Target | Realisa
i Tndikatar Kinerja si
2018
1 | Jumlah sidang Majelis 100% | 100%
Keharmatan Hakim yang {2 (2 LHF) (12 | (2LHP)
{erlaksena LEHT) LHPM

Majelis Kehormatan Heolom (MKH] adalah perangkat vang dibentuk oleh Mahkamah
Apung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelangraran
kode Etik dan atan Pedoman Penlakn Hakim, Majelis Kehormalan Hakim adalsh forum
pembelaan din bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinvataken terbukt: melangpar
ketentian sehagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Tahim 201% Badan Pengawasan merencanskan untuk melekukan Sidang Majelis
EKehormatan Hekim yaitu 10 keeiatan MEKH namun target dan realisast banva 2 kepiatan METH
atau 2 LHP, dengan penjatuhan hukuman kepada Haldm yong bersangkutan berups hukuman
disiplin masing-masing pemberhentian dengan hormat,

Perbandingan Jumlah Sideng Majelis Kehormatan Hokim Yang Terlaksana dalam lima
tahun masa Renstra Tehun 2015 - Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumiah 3 kepiatan dengan tahun 2015 scjumlah 6 kegiatan, mengalami
penurunan sejumlah 3 kepgiatan

2, Tehun 2017 szjumlah 2 kegiamn denpan tahun 2016 sejunlsh 3 kegistan, mengalami
penurinan | kegiatan,

3, Taum 2018 sejumlah 2 kegintan dengan tahun 2017 sejumlah 2 kegiatan, tdak ada
kenatkan/penurinan.

4. Tamm 2019 sejumlah 2 kegiatan demgan tahun 2018 sejumlah 2 kegiatan, tidak ada
kenatkan/penuriman,

Dari pechandingan 5 (lima) tebun pencapeian twjusn yang telah ditetapkan dalam Renstm
2015 - 2019, terelapat perzarunan yang signffikan podn talun 2016 dan kenaikan serta penuranan
yany fidak begitu besar aray srabil pada wdwn-tobun berikulnye, walaupun antara Pealisasi
detigan target yang telkeh ditetapkan terpaur fauk: (dan ini sebagat borekst uniuk penetapun target
lahun  berikutnya),  hal it tidak berpemgaruh kepads lkwerja dari Badan Pergenwasan
dikarenakar apa yang dilanggar dengan sanksi yang dijarwhken sudah dirasakan sesual dengan
rasd feadan dan direrima oleh pora pelongger, dengan demikion kineria davi Bodan
Pengawasas sudoh berupa owtcone.  Dimana Tumlah Swlang Mejelis Kehormetan Hakim teviaak,
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karena jumloh pelangmaren hokim yarg memenuhi soorar unink digjukan ke sidang marelis
rehormalan hakim

Indifcator kirerja ke-12 ; Jumlah LEJIP yvang selesai difakikan svalias

Moy fndikarur._ﬁmﬂﬁt

Targer | Realisasi | Capaian

2015

Jumiah LEjIP yang| 100% 100% 100%
selesai di evaluasi (74 (74
LHE) LHE}

Pada tehun 2019 dari 74 Sstuan Kerja (satker) eseion | pusat dan empat lingkungan

peradilan yang dilekukan evaluasi, yang mendapal penilaian A adaleh 7 Satker, penilaian BB
adalah 52 satker, penilaian B adalah 14 satker dan penilaian CC adalah 1 satker dan penilaian C
adalah 0 satker

Perbandingan aifai LETP yang di evialuasi dalam lima tahun mass Rensts Tahun 2015 —

Tahun 2019 adalah :

a2

Eid

Tahun 2016 rata-rata nilai SAKIP Eselon T dan tingkat banding sebesar 70,45 (BB) dengen
rincian yang mendapat pemlaian A adalah 7 Satker, penilaian BB adalah 41 satker, penilaian B
adalah 22 satker dan pepilaian CC adalzh 3 satker dan penilaian C adalah 1 satker, dan tahun
2015 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 70,08 (BB) dengan rincian
vang mendapat penilaian A adalgh B Satker, penilaian BB adalah 35 satker, penilaian B adaleh
23 satker dan pemlaian CC adalah § satker, penilaian C adalah 1 satker dan penilaian D
adalah | sstker mengalami kenaikan nilai rata-rats sebanyak 0,37,

Tahun 2017 rata-rata nilai SAKIP Eselon 1 dan tingksat banding sebesar 70,13 (BB) dengan
rincian yang mendapat penilaian A adalah | Satker, penilaian BB adalsh 41 satker, penilaian B
adalah 30 satker dan penilaian CC adalah | satker dan penilaian C adalah 1 satker. dan tahun
2016 rata-rate nilai SAKIP Ezelon [ dan tingkat banding sehesar 70,45 (BB) dengan rincian
yung mendapat penilaian A adalah 7 Satker, penilaian BB adalah 41 satker, penilaian B adalah
22 catkar dan penilaian CC adalah 3 satker dun pepilaian C adalah 1 sacker mengalami
penurunan nilai rata-rata sebanyak 0,32,

Tahon 2018 rate-rata nilai SAKIP Eselon | dan tingkat banding schesar 71,53 (BB) dengan
rincian yang mendapat penilaian A adalah 3 Satker, penilaian BB adalah 49 satker, penilaian B
adalah 12 satker dan penilzian CC adalah 10 satker dan penilaian C adalah 0 satker dan
tahun 2017 rats-rata ailai SAKIP Eszlon | dan tingkat banding sebesar 70,13 (BE] dengan
rincian yang mendapat penilsian A adalah 1 Satker, penslaian BB adalah 4] sutker, penilaian B
adalzh 30 satker dan penilaian CC adaluh 1 satker dan penilaian C adalah | setker mengalami
kenaikan mlal rata-rata sebanyak 1.4,
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4. Tahun 2019 rata-rata nilan SAKIP Eselon | dan tingkat banding sebesar 73.65 (BE) dengan
ringian vang mendapat penilaian A adalah 7 Satker, penilaian BB adalah 52 sstker, penilaion B
adaiah 14 satker dan penilaian CC adaleh | satker dan penilsian C adalsh 0 satker, dan tahun
2018 rata-rata nils SAKIP Esclon 1 dan tingkat banding sehesar 71,33 (BB) dengan rincian
yang mendapat penilaian A adalah 3 Satker, penilaiin BB adalah 49 satker, penilzian B adalah
12 satker dan penilaian CC adalah 10 satker dan penilaian C adalah 0 satker mengalami
kenatkan nilai rata-rata sebanvak 212,

Dan perbandingan 5 (lima) thun pencapaian tmjuan yang telah ditelspkan dalam Renstra
2015 — 2018, rerdapar kenoaikan nilai TAGIP yeng o) evoluasi oleh Badan Pengawasan hal i
terfedi kareme rekowwndasi duri Budan  Pemgawasan  diindaklanfuti oleh sather yang
beryanghuton dimena berdampak kepada perbavkon dalam SAKIF maupun dolam pengonalisaan
kinerya LEJIF nya, dengan demikian kinerjo Bodan Pengawesan sudzh berupa outcome kirena
hawt dari evainasi Badan Pengawasan sudah dirasakan fangsung oleh satker berupa kenatkan
reilen dari SARTP mea,

C. Akuntahilitas Anggaran Kinerja
Dan puge anpgaran tmhun 2019 sebesar Rp33.650.414.000 ielah direalisasi sebesar
Rp33.394.292 582 alau 99.83%. Rincian realisssi anpggaran kegiatan disajikan sebagal

berikut :
Tabel 3.4.1 Realisasi anpy itan Badan Pen n MA RI
i 1 il . S
SASARAN INDIKATOR PAGU CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA e
[ 1 S 1 5
Terzelenggaranya 1. Persertase pergmduan
ponArEATAn ¥ang dapat -
petgaduan ditindaklanuti
masyerakat secara 1 Poersenfase pergaduzn
transparasi, afekiii wHng selesal | Rph 139841000 | Rp6.139 404258 4 0544
dan efisien ditindaklanjud  dan
dirwidslinsd
Terselenggesarve 1. Jumiah Pengadihan Rpl 524.564.000 | Rp2S524 561772 E
mangjemen yang dilakukan
peradilan dan pengawEsan reg e
Hmm Z, Jumiah Pengadilin | Kp3 334435000 Bp3 334 431 344 oo oy
| efisien dan vang  dilauken
| gimncabal pemetksaan  kineria
| dars integrits y
1. Jumlah  Pengadilan | Bp 1331.681.000 Rp 132 T8a.600 L B
vang dilzlukan audit
bargng din jasa
4. Jumlah Satuan Kera | Rp 363725000 | Bp 363.724 047 T a0
vang telah dilakslen
pranesikszan
krusnEan s
5 Jumiah  Pesgustan | Bp 978834000 | Rp O78.634.000 | 004
Hiakim Pergavwas
Hidang

h
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&, Jumlsh Pegawal yvang
meagikuti assesmant
T, Jurnleh
APINY Coyeyuling

8. Jmlsh Pembinzan
Sistem Pengaduan

o Jumish  Quality
Hssumnce
pengeiolaan benangin
yang tarialsan

10, Junileh Tinduk Lanjut
Hagil ~ Pameriksean | Rp [07.083.000 | Rp 107082500 0, D00,

BPE yang

dicelecaiban

11, Fumilsh Sudang | Rp 21071000 Hp 20070500 ey
Majeks Kelwsmatan
Hakism YAAD

Z44.105 000 224104926 90,541

44 5T D00 344,835 100 90 g

Bl3.6TT 000 ER e 0 0ong

g & & &
g & & &

471 £34.000 471,779,605 96 UG

1Zlumich  Evalussi | Rp 230310000 | Rp 230309713 99,59%
LEIF  yanp melesa:
dilakukan

Dibandinglean dengan rata-rata capaian kinerja scbesar 132%, maks realisasi ANgzaran
sebesar 93% menunjukan adanya efisiensi pengpunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.2 Efisiensi Angparan Kegintan Badan Pengawssan MA RT

SASARAN INDIKATOR KINERJA = % REALISASI Y% EFISIENSI
BTRATEGIS ANGGARAN
1 2 3 3
Terszlengparanys |, Persentuse peagadusn |
peEnangLnan yiBg dapai - 180445 1%
penaduan ditindakinn) uit}
minsynrnkaf gooarn 2, Persenibse peogaduan
trensparasi, efektif ying anlesai |
dan efisien ditindaklemjuti  dan A i 1is
ol publikasi
Tessclenggrranya L Jumlah Pengadilan
ﬂuunj.meu yong dilzkakan 99 564 107% P
perachian dun pengawasan reguler
"dﬁ“:;l.ﬂ!' ';E";TIF T T Remish Pengadien
efisien diin yang m'”.‘"“&“ 00 e 117% 17
almantabel pem:dha_an kinerja |
dan integritas
3, Jumish  Pepgadilan _
vang diiskukan  godic 93.33% [ O 1
. barang dan jasa
4, Junlah Satomm Kera
yang telsh dilakukan 90,0908, 210% 1108
pemeiksinn kesengen
5 Jumizh  Peoguatan
Hakim Pengawas BLtt e 3% 205
Hudarg =
& Jumlzh P & i
¥ Jumbah Pa
APTF Convuliing 4 99% 105% %
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%  Jumlah  Pembinsan
Sistemn Pengaduan

900

126%

265

¥ Jumlzh Crualtty
Assurance pongelolazn

Kesiathran yang
terlaksana

29.58%

120%

10. Jumlal Tindak Lanjut
Haszal Pemerikeezan
(TLHP} BPE vang
dizalesailan

00,5999%

11, Jumlah Bidang Mejelis
Esehoematen  Hakim
__ yang terlaksana

00 5904

12. Jumiah Bvalossi LEjP
vang selasai dilakukan

00,9954

100

nMLAaH

1259.21%

1853%

354%

BATA-RATA

"M%

132%

#0%
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BARIV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagal pertanggungiawaban atas
capaian kinerja selama kurun wakty 5 (lima) tahun Renstra Tahun 2015 — Tahun 2019, Laporan
Kinega imi merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akumabilitas Badan
Pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat
capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Secara umum
capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2019 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah
ditetapkan yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya.

Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanasn mencapal target-target tersebut. dalam
penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel karena adanya kesesusian antara
target yang direncanakan dengan realisasi, dimana serapan anggarannya mencapal 99,53%,
dengan demikian kinerjs Badan Pengawasan tahun 2019 dapat disimpulkan baik.

B. Saran

Hasil yang telah diperoleh agar dapat dipertahankan dan bahkan untuk lekih ditingkatkan
dimasa yang akan datang dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1KU)



MAHEAMAH AGUNG REFUBLIK INDONESIA
HEFALA BADAN PENGAWASAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHEKAMAH AGUNG RI
NOMOR 208 f BE/SK/YTIL2016
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKL)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

KEPALA BADAN PENCAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbeng

Mengingat

: & Babwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntebilites kinerja Badan

JE—

Pengawasan Mahkamah Agzung RI sebagai fndikasi tingkst keberhagilan
sesuad denzan Resstra Badan Pengawssan 2015 - 2019 dan kebijakan
Mahkamah Agung, perio ditetapken Indikator Kinerje Utama {IKU) Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl yang merupskan ukuran atas indiketor
sebagni informast sejsuh mens keberhasilan dalam mewujudkan sasarun
stratzgis yang t=lah ditetapkan pada Renstra Badan Penpmwasan Mahlamah
Agung Rl;

. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama

yang teiah ditetapkan peslu dilskukan reviu techadap Indiketor Kinerja
Ltama Badan Pengawasan Mahkamal Agung RI;

. Bahwa schubungan dengan hel distas, peru dilctapkan Surat Keputusan

Kepzala Badan Pesgowasan tentang Feviu Indikator Kinerje Utama (IKL)
Baden Pengawazan Mahkamab Agung RIL

:1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teoteng Kekugsan K ehakimean:
. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Apung

sebagaimana telah divbah dan ditambah dengen Undang-Undang Nomar 5
Tahun 2004 dan teakbir dengan Undang-Undangz Momor 3 Tabuo 2009
tentang Perubsbon Kedus ates Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1935
{=niong Mahkamah Apung;

. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahon 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dian Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Momor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Masional Tahon 2004-2009,

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tabwn 2005 cepstang Kedudukan, fungsi,

Stk Otganisesi dan Tata Kerja;

. Peraturan Presiden Nomor 13 Tebhun 2005 tentang Sckretariar Mahkamah

Apunm

. Instruksi Presiden Nomor 7 Tehun 1999 tentang Akuniebilitas Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur MNegarz MNomor

PERNYN . PANSGZ007 lentang Pedomen Umum Penstepan Indikeror



9. Peraturan Menten Negars Pendayagonaan Aparatur Negare Nomor PER20Y
M.EAN/11/2008 tentzng Petumjuk Penyusunan Indiketor Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

Menetapian . SURAT EKEFUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHEAMAL AGUNG RI TENTANG REVIU INDIKATOR EINERJA
UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERTAMA . Indikator Kinerja Utama sehagaimana tercamtum dalam  Igiw 3 dan
penjelasan  pada lsjur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah
merapakan acuan kinetja dilinglungan Badan Pengawasan.

KEDUA . DBahwa dalum menywsm perencanssn tehvnan, penvosuman dokumen
penetrpan kinérje, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi
pemenniah, pemantauan dan penpendalian lkonerje, pelaksansan program
dan kegiafan-kegiatan sebagaimana tercanturn dalam pasal 10 Peraturan
Menten Negara PAN Nomor : PERDS/M.PAN/S/2007, berpedoman kepada
Indikator Kinerja Utama.

EETIGA . Bahwa dalam melakukan Reviu Indileator Kinerja [Ttama berpedoman pada
Peraturan Menteri Nepara PAN Nomor PERZOMPAN/] 12008 tentang
Petimjuk Penyusunan Indilator Kinerja Utama, agar tewmp memiliki
indikator kinerje yang valid yang dapat dipergunaken untuk pengukuran
kinerjz dan pengendalian pelaksanasn program dan kegiatan

KEEMPAT : Kepurusan ini mulsi berlaku sejak tanggal ditetapkan, denpan ketentusn
apabila dikemudian han terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Dritetapkan di Jakaria

A Pads tangpsl, J A pgustus 2016
Eepala Badan Pengawasan

S
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LAMPIRAN

1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG I

NOMOR {564 JRPSSK/VINS 2046
TANGGAL : 3 Agustus 2016
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
WO KINERIA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA, PERUELASAN PENANGGUNG JAWAR SUMBER DATA
1 2 3 4 5 3
1. | Tersalenggaranya penanganan | Persantase penhgaduan yang | Jumlah pengeduan  veng  dapat | Badan Pangewasan | Laporan bulanan,
pengaduan yang transparan, | dapat ditindakian)ud ditindaklanjutl dibagi Jumlah pengaduan | Mahkamah Agung R triwulan, semestar dan
efgktlf dan efisien yang diterima dikali 100%. tahunan darl Irwll | sd
Irwell Iv
Persentase pengaduanm yang | Jumlah  pengeduan  yang  selesal | Baden Pengawasan | Leporan Triwilzn
selesal  ditindaklapjuti dan | ditindaklanjutl dan  dipublikasl dibagl | Mahkamzh Agung Ri website darl Ortala
dipublikzsl Jumlah pengadusn Vang depat
ditindaklanjuti dilali 100%.
KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG RI

NUGROHO smin.u

il |



MATRIK RENSTRA 2015 - 2019



BEVITW BASELIE 204
BACUE I EN AL A A KR LSRG R

[ T e A —— * Ramns =T VLA AR 0L PRATE M
TIA | 345 | aed | zawn Sarsan | Dpavaidma | Wew G | [=TT3 TR ET3T] T :|u.|-‘_'|
Pragen P deaa i did Paad g Lis nEtd LR ) FO | 5T L FET N T T ARPALY
i |r-p—r-_-.h|-. e [ i ML CE TR T T
dfmrirorr e e o anrTen
L G P s C PR e
\mmp e gl &
Fiom e e T =1} [i1] 1DiE FE= T ] T T T
[P R e Fr]| @] P e FETTY 3 N T T T
T ———— - BT T W e |
[ Pk Kirgs s bagrisd TEMEE T Y] FErTy] 7T
IETE | Feegurrn Froanmm T | - Flareras. Frrrey T T T
et P i, bt L et
Uorn my Pprmaprwms argadbit:
Ieasuibgd e
[y Lime Tale :.nu.rl L | amm| e |
[FETrT——r—— [T [ TT] HiF ETT] Tige|  LrEs
Frogu'm Bong maE [ i [TE 7] [T™F] [
ﬂ'-'#‘uulrl- FiLF 1) Levan [ETT] (AT [EITF]
BANTS PRI e s
AEATE] PETEE T




138 P e Pl T rbe i, R —— o [ T % [wpers T
il ""“"‘H_ T Imarersat e e, TR A L AdEL+ ERELE] [IET] [ATTE]
:"""'"" T R R [T L S
b i ot T WORH el AL O WLBT R 1R B
! e birker peepdin fltamebrrg
i Pty Wk 2
Fronn ‘rwar Dy FeTRInl L
] e Ei] la d = Logen e [T 13 e,
s e s 4 g, LRk prTERTI pay@aImn T [ LT Lpre
o B A i ey TELIYL, ST T A T
T T e n
i i
B i i Taraieeoe [LAnb g it | 18 i ] HE B |
- - e Lperin ERIE? L [T Lt o
FTHIE ST L R LR
B EREAN g 6]
el vk dga g div aken
ke 1.
st Fas ol Mumey S1e fan 1P ThEna oy rodl panguchar,  ||gmiuh g pavouiai b mesg I ¥ llpmn . - JHLF J4TE T
L
e Trre— oy = S b u ==n T
S ] papdvanchn | SO fi e T e N HF e ETY] =T
=t brinl s WL P BT i
= BT D
B w A Prvwailiag, il minlydirad ﬂ“v_:‘-_-l-._ T, e pEEERFEY - ™ e - TR T LR nrdie
Frisguans Fenpinss |k, whetiE dar el ol | i @ Enhimeah Ay
hi lapniinn Woapsn & i ety gy ke ARy
trapmber st d
(== e —— ] e 5] T | [T T R
verak e, . | g g i Ly e elin Latar|  LEAt|  LARE
Bl b, BN S i TehEn, G S S
o i 5 s 8 g
chi Bt st 5 . s b,
e Tesirmapienimy mamaeTien. | Wk ety A pagieien |1 W 1] M Lsprran L =7 fETTT ST -
A a o) | paviiian dpn L e - - Ll
HTH] | kil o, e
PR Fag LT 1
|Hl-d-ﬁ-‘-|*
sl P vory B o /18 TarSALALT O fOHDE ket da] peagsamn L ang T * ; e v
Tarirg e o e e (e b el L B/ ey o .
m-mlnm #m.'ﬂl = — ——
ST gEIlAnN bkt s brms TTTrr— A 7] 11 a 1] [T T
- sy = T L [T T ] BT T
. bl ety hirala e L
torbaga yo 10 bt peadon




[ ————

Aonrreid Purgulnlenn Binangus

I E

LARCE

K]

——
L]
e
TN I TT Y
N7

i

Srmvmad! M o Moweslied Ayt e AR
AR

1%

i

L L L L STy m—

vary Oabaiinun by dsin duy O danges
Tekaly

Lty Baidhi P e

degwpr

Driraas i Fervennis:.

=

L I

L"-—

zy

i3

L L P Ty e e———

BB R asieery v L e Tmdan

|

[0 Py s s D rmsaraal e Foesalir e P oo

B

ELL Karbonimi Sa i dgmi, Feunietan
#I"lnl-u Paar ks

EFRT

LI T T rr—

= Tariak ; -. =

BLE Toi pai Bvrraa i |iopgr v S iodbertsl e Barva i

T ——s -
|Er-' Farasave Pukos s By Peatn dni e TF g Fea el 07

]i- [T Ry ——

] T == gy e ey

FERARCEAT Lk DA, LA K Wl

TALT

Tikd

Ek Peapdeia Darwr din Priaiies Rieier
LT E;;miuu.u_m

LY ]

—

.




SK TIM PENYUSUNAN LKjIP
BADAN PENGAWASAN TAHUN 2019



EEFALA BAIDAN FENGAWASAM

SURAT KEPUTUSAN KEFALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAR AGUNG R1
NOMOR : 81 /BP/SK/TX/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjTP)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang

:& Bahwa guna penyusunan Laporan Finerja [nstansi Pemerintah (LKjIP) Badan

6.

Pevpawasan Mahksmah Agung BRI Tabun 2019, dipandang perln membentuk
Tim Pemynsunan L¥jTP Badan Pengawasan Mahkamah A pmg BT Takun 2019:
Rahwa mevcka yang nsmanys tercantum dalam Lampiran Surad Keputusan ini
dipandang cakep dan mampu melaksanakan tugss dalaw Tin Penyusunan
Laporan tersebut;

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 temtang Mahkamah Agung
sebagaimana (eleh diubah dan ditambah dengan Undang-Undang BI Nomer 5
Tehun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undeng RI Nomor 3 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyclenggaraan Megara
Yang Bersih Dan Bebas Dani Konupsi, Kolusi dan Nepotisme |

Peraturen Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 teateng Pelaporan Kenangan dan
Kineria Instansi Pemerintah;

Instruks Presiden Nomer 7 Tabun 1999 tentang Alomtabilits Kinerja Instansi
Pemerintah;

feraturen Presiden Nomor 13 Tehun 2005 fentang Sekretariat Mebkamah
Apimg

Keputuzan Ketua Mubkanmbh Agung Nomor: KMAO] 8/SKTI2006 tentang
COrganivasi dap Ketataloksenaen Kepamiternan Mahkamah Apung Republik
Indonests.

Keputusan  Seloctaris Mahkamah Apung Nomor MASERNOTSEMIZ 604
teniang Orgamsasi dan Tata Kerja Sckrefaniat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturen Menteri Negara Pendayagunsan Aparstur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 53 Tehun 2014 tenteng Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Menetapkan

PERTAMA

EEDUA

KETIGA

Pelaporan Kinorja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjs Instansi
Pemeriaial,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGLUNG
Rl TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TNMSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
RI TAHUMN 2019
Membentuk Tim Penyusunan Taporan Kinegu Instensi Pemarimah (LEjIP)
Badan Pengawasan Mahkamah Apung Bl Talun 2019 sebagaimana teclampir
dalumn Sorar Kepaituzan ini;
Sewua biaya yang berkaitan dengan Penyesunan LEGIP Badan Penpawasan
Tahun 2019 dibsbenken pads DIPA Badan Pengawasan Malikaman Agung RI
Tahun 2019.
Keputusan ini berlaku sejak tanppal ditetaphan, dengan ketsntyan apabila
Ditesaplan di : Jakarta
I'edatanzzal : 30 September 2019

KETALA BADAN PENGAWASAN
MAHNKAMAH AGUNG RI

et

NUGROHO SETIADNT & !




Lampmran
Tonor

- Surat Keputusan Kepala Badan Pengasmsan Mahiameh Apung BT
: 9 /BEsEE20 B

Tentang : Pembentulan Tim Penyusunan Leporm Kineda (LE{TR)
Badan Pengawasen Mabkamah Agumg RI Tahun 2019

Ko. Nama Jabatan Tihatan dalam Tim
1 _ 1 _3 4
. | Nugroho Setedji, 371 Eepala Badan Pengawazan Penanggung Jewah
£ | Orivs H Mok Abduk Sulseman, SH, MH | huspelms Wikayah 1 Wakil Pemmprime fawly
3. | Aviantsrs, 5.H, M Hom Inepektur Wilmyah I Wakil Penamgmeng Javnh
4 | H. Iiwaa Herwin, 3.0, MH Plr. Ingpelenir Wilsyah I Walil Penanggung Jowml
5. | B Dweanso Budi Sentierto, S5, B Fom frespekiur Wileyah [V Woldl Pensngpempe Joweh
6. | Dz FL Andi Kurmimann, MM Sekreticis Badan Penpzamrsan Etun
7. | Dra Aoy Dheh Wijeyant Fabag Chgamisasi dan Tatalakcana Bokroameky
8. | R Locky Parmans, S H, ML Eamihhagz Ketatalzksanaan Angmots
9, | EkoPureiante, 87T, MH Fasubbeg Dokumetasi dan Informesi Angimin
it | Ferg Taufik Ferdigneysh, ST Ak, CA MAK | Anditor Angpota
1. | Tremen Fumessn, 56, Ak, CA Aoarditor Angerie
12, | Muhamred Anis, 3T, Ak, C.A, M AL Anditor Anggnie
13, | Ramo Rehim, S E MM MEBA Aundeior Anggria
14, | Hendra Hosry, 5 H B Ak Auabor ADEEITH
15 | Frallvan Sppiseniorn, 5.1 Prernatn Honog s Angpota
16, | Mubammed Humifah, 8 Kom Pranata Kool Angpotn
17. | D Patrl Moviandan, 5 Fom Pelalasna! Stef Dagian Dylaly Angpote

Jalara 30 September 2019
BEEFALA BADAN PENGAWASAN

MAHEAMAH AGUNG RI

_———dugh
NoGROmO sETIADYY

r



RENCANA KINERJA TAHUNAN
2018



Terselenggarany

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

1. Perszentase 1005
pendnganan pengaduan yang
pengaduan dapat
fransparan, ﬂe&df ditindaklanjuc
dan efisien [Surat
Pengaduan)
2. Persenizse 10085
pengaduan yang
selesal (148 LHP]
ditindaklaajun
dan :HPHI:ILI:'
[Kasus)
Tersalenggaranys 1 Jumizh B9 Satker
mATIE e en peagadilan yang |
peradilan dan dilakulcan
acl e islras wimwm PEfipawasan
secara efekef, regular
¢fisten dan 2. Jumlah 78 Satker
akunzabel pengadilan yang
dilzlculcan
pemeriksian
kineria den
i
3. Jumlsh 8 Satlcer
pengadilan |
dilakuban audit
barang dan Jass
4. Jumlah  Satuan | 10 Satker

.'.lmnu‘umm

Azung Bl

1077,

10785238,
HETS

Pangawasan
Pelaksanaan

Administras)
Peradilan.

Umuom,
Pananganan
Pengaduan
Inspekiur
Wilayah

Prosentise
pengaduan . 5
masyarakat yang
ditindaldlanjuti
170 Rp5.357.366.000
01
jl;l..mnhhld'il i - Rp5.489.944 D00
lirgkungan
wil L
AL v
a5 Rp3.456482.000
12 Rp 338829000
21 Rp 363.361.00D




pemeriksaan
keuangan

B.

Jurnlah Ewvaloasi
LEjIP yang
selesal
dilabulan

74 LHE

Rp 140.983.000

.

Jumbah  Quality
Assurance
pengelolaan

keuangan  yang
terlaksana

130 orang

7

Jumlah
Penguatan
Hakim

Pengawas
Bidang

130 oramg

B

Jumlah Pegaveal
yang menghkutl
gEsesment

27 aorang

g,

Jumiah
Pehguatan APIP
J Consulting

130 orang

10

11. jumbiah Tindak

Juemkah
Pembinaan
Sistem
Pengatuan
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
[TLHF] EPK

ang
dizalezalkan

145 orang

10LHP |

12, Jumlah  Sidang

hajelis
Kehormstan
Hakim vang

2 LHP

3
1079 001
DS T*’““;ﬂ;'f“mﬂ’“:” ) Rp B39.131.000
dan Dukungan | peningkatan
Teknis Lainnyva | kompentasi sistem
Badan pengawasan
s b { | Bp 783193000
Apung
an Rp 157.700.000
7 Bp b50.565.000
2 Rp 747.660.000
11
Dakumen tata
ketola 7 Rp 242.403.000
M4
Pelaksanaan MEH 2 Rp 25.940.000

dilaksanakan




RENCANA KINERJA TAHUNAN
2019



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

(RKT)
SASARAN INDIKATORKINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN = ‘oot KATOR | pypcer ANGGARAN
) R L : ; ks b iRt =) mlﬁTm oAty ;
STRATEGIS i
Terselenggaranya | 1. Persentase Pengawasan | 1077, Hﬂl
pPenangenan P'E“E-ﬁd'-fﬂlﬂ yang den 1078,5258, Proscotose
pengaduan  yang dapat ditindaklanjuti 1009% Penlnghatan | 5259 pengaduan : :
teansparan, efektil (Surat Pengaduan) Akupntabilitas | Pengawasan masyarakat
dan efisien Aparatur Pelaksanaan = vang
Mahlcamah Teknis, ditindalklanjuti
2. Perzentase Agung RL Administrasi | -
103 [
pengadian YA | 175 LHP) Peradilan, 170
celegaf Attt (LHP) Rp6.135.841.000
d!ti'nd-?ﬂar_;iul:i can | Hrsum
dipuhlikasi (Kasus] s g e e
Terselenpgaranya | 1. Jumlah pengadiian 54 LHP SR 001 g7
manajemen vang dilakeukan Fengaduan i Rp2.524.564.000
peradilan dan pengawasan reguler [n=pekiur Jumlah LHP +
. | 2. Jumilah pengadilen Wilag=h Pengawsean di
7 Yang dl!ﬂ!ﬂ]l{ﬂﬂ 83 LHP lmg!mngan . 95 RFEJ 24 438 000
VNI ST pemeriksaan kinerja Inspektorat wil I, (LHF)
efaltif, aficion dan dan intepritas 0TI, IV
akuntabel 3. lumlah pengadilan | ., 0 17
vang dilaloulean audit (LHF) Rp 133.681.000
barangdan jasa :
4, Jumlah Satuan Kerja
vang telah dilzakukan 10 LHP 21 I563.726.000
pemeriksaan (LHF) hp '
| Jeeuangan
5. Jumlah Evahzas Dol 3
LEjIP vang selesal 74 LHE " Rp 230.311.000
dilakukan | Tenaga (Kegintan)
6. Jumlah Quality | g0 Orang 1079 PENEaWas yang 2
i R aaE Kegiatary | R +71834000




pengelolaan
keuangan Yang
terlaksana

7. Jumiah Penguatan
Hakim Pengawas

Bidang

62 Orang

8. Jumlah Pegawal yang
mengikuti assesment

25 Orang

9. Jumizh Penguatan
APIP / Consulting

60 Orang

10.Jumlah Pembinaan
Sistemn Pengaduan

155 Orang

11. jumlah Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
(TLHF] BPK yang
dizelesallean

10 LHP

12. jumlah Sidang

Mazjells Kehormatan |

Halsim yang
dilaksanakan

10 LHP

Dukurgan
Manzjemen
dan
Dukungan
Teknis
Lainnya
Badan
Pengawasan
Mahkamah

Agung

peningkatan

kompentesi
sistem
pengawasan 1
Rp 978834000
(Kegiatan) P
20
Rp 244.105.000
(Orang) | T
2 Rp 244.827.000
(Kegiatan) | & “ 00
2 Rp 643.671.000
(Keglatan) REle
002 »
Dokumen tats Rp 107.083.000
kelola [LHF) F
004
Pelaksanaan 4 Rp  21.071.000
MKH (LHF) i




PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEPALA BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangks mewujudkan manalemen pemerintah yang efekilf, transparan, dan akuntabel gerta barorigntasi pads hasil, yang bartanda tangan di

bawah ini |

Nama : Nugroho Setiadj, S.H.

Jabatan ' Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl
Selanjuinya disebut pihak pertama

MNama : Achmad Setyo Pudjoharacyo, S.H. M.Hum
Jabatan - Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atagan langsung pihak pertama, setanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berfenji akan mewujudkan target kinerja tehunan sesual lampiran perjanjian ini dalam rangka

mencapai target kineria jangka menangah separti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagaian pencapalan

target kinerje tersebul menjadl tanggung Jawak plhak petama,
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serte akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja temadap capalan kinerja darl

pedanjian inl dan mangambil tindakan yang diperiukan dalam rang<a pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 1% Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Pihak Pertama 2
j

Nugroha Satiadji, E;j




PERJAMNJIAN KINERJA [PK) 2019 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET | PROGRAW | ANGGARAN
medanggnmnn I. Perseniase pengaduan vang gt Itﬁ% Pengawazan
prenan gansn pengaduan ditindaklanjuti Pelaksanazn
yang tratsparan, efskhf dan (Sumat Fenjraduan) Teknis,
efigien 3. Persenisse penesduan YA sele=al 10 Administrasi Rti. 139 841,062
ditindaklanjuti dan dipublikesi (Kasus) Peradilam, P L
Temelenggurnyn 1. Jumdnh Pengadilan vang dilakuken pengrwasan Administrasi
manajemen peadilan dan Ier LA? Umum, Feoanganen Fpd. 524564000
administrasi umum secara 2. Jumlah Pengadilen yang dilakukan pemeriksaan Pengaduan
efektif, efizien dan kinerja dan integritas B3 AP Rp3: 334436000
akuntabe : e T = .
& Jﬂﬂ;&'mgadslm ving dilakukan audit baring 4 LHP Rp 133.681.000
4 Tomiah Samtan Kega vang telah dilakaken +
yioaderaan ot i LHP Rp 363.726.000
&, Jumlah Evaluagi LEjIP vang selesen dilakuken T4 LHE Rp 230311.000
€. Tumlah Chuality Assurance pengelolunn Dykungan
keuangan vang terlaksana g maAnApemen dan g sk
7. Tamlah Panguatan Hzkim Pengawas Bidang §2 Orang -:Itluktmgm teknis Rp 978.834.000
8, Jomlak Pegewa vang mengilonti aagesmient 25 Orang e Rp 244.105.000
5. Jumiah Penguatun APIP [ Consulling 50 Orang | Rp 244.827.000
0. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan 155 Omng Rp 643.671.000
11. Jumlah Tmmdak Lanjut Hasil Pemesikssan
CTLHP) BPK yang diselesaikan 10 LHP Ry m:r.nsa.q_m_r
12 Jumlak Sidang Majelis Kebormaan Hakim 10 LLP Rp 21071000

vang dilaksanakan

Jumlal Angpamn - Bpl 5437984000, -

Program : Penpawasan Pzlaksanasn Teknds, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganen Pengadnan serta

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainayy



PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalan;l 1raﬁrlgir:a mawujudkan manajemen pemerintah yang efeltf, transparan, dan akuntabel serta berorientas: pada hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini

Nama ! Erwin Widanarko

Jabatan » Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Acung R
Selanjutnya disebul pihak pertama

Nama : Nugroho Satiadji

Jabatan : Kapala Badan Pengawaean Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019, dangan inl berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesual lampiran perjanfian Inl dalam rangke
mencapal targel kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagelen pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua skan memberikan supervisi yang diperiukan serfa akan melakukan evaluasi akuniabilitas kinerja terhadap capalan kinerja darl

penanjian inl dan mengambi! tindakan yang diperdukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 201¢

Kepale Badan Pengewasan Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI

Pihak Kedua Phak Pertama
.=¢-=ﬁ=-=cj—“-7—f1€ 3

MNugroho Ea’dmﬂ ' Erwlg Wi




PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

RAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA FROGRAM/ |  ANGGARAN
Terselengpiranye mandjemen Jumlsh Qualily Assurence pengelolasn Dakungzan
peradilan don administrasi umom kevangan yang torlaksanas B0 Qrang | mabajernen dan Rp 471.334.000
secars efcktE efisicn dan akunfabel [ P : : | dukungan teknis
m Pengunten  Hakim  Pengawnes 42 Omng | lainnya Rp 978.834,000
_Jlmhh Pcmw.r_ni Ying m:ng_ik:mi_mm:_ 15 Omang Bp 244105000
Jumlah Pecguatan APIP { Consulting | 60 Orang Rp 244.827.000 |
Jumlah Pembinaan Sistem Pengadian 155 Orang Rp 643.671.000
Jumlak Tindak Lamul Hasil Pemenksain
['TLHF'} BPE. yung dizeleseikan 10 LHF R'F 107.083.000
Jumlah Sidamg Majelis Kahormatan Hakim 10 LHP Rp  21.071.000

yang dhlskennaken

Jumish Anggaran ; Kpl. T1LAZS.000,-

Progrem  Dulimgan manajemen dan dokungsn leknis Iunmes



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam r:&ngku mewLjudkan manajemen pemerintah yang efekiif, ransparan, dan akuntabel serta berorlentasi pada hasil, yang bertanda tangan di
bawah inj |

MNama » Andi Kurnlawan

Jabatan : Sekretaris Badan Pengewesan Mahkamah Agung RI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Nugroho Setjadji

Jahatan : Kspala Badan Pengewasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung plhak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018, dengan ini berjanii akan mewujudikan larget kinerja tahunan sesuai lampiran peranjian Inl dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Kaberhaslan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tarsabut menjadi tanggung jawab plhak pertama,
Pihak kedus akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evalussi akuntabilitas kinerja terhadsp capalan kinerja darl

perjanjizn ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangks pemberian penghargasn dan sanks|.

Jakarta,\S Februari 2018

Kepals Badan Pengawasan Sekrelaris Badan Pengawassn
Mehkamah Agung RI Mahkamah Agung RI
FPihak Pertama

Fihak Kadua
Andi Kurrdawan

Nmmﬂu&eﬂ&djl} T




PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET | BROGRAMY ANGGARAN
Terselenpparanya manajemen Joumieh Oualty Assurance pengelolazn Duknngan
peradilan dan administrasi wemm keuangan yang rerlaksana B0 Orang | manajemen dan Bp 471.534.000
gecara efektif, afisien dan skuntmbel : | | dukungan tekniz =
ﬂﬁ Pengoatan Hakim Pengawas | 62 Orang | lainmya Rp O78834.000
Jumlak Pegawal vang mengkoll assesment 25 Qrang Ry 244.105.000
Tumlah Penguatan APIP / Consulting 60 Orang | Rp 244.827.000
Jumlel Penbinasn Sistem Peagadaan | 155 Opang, | Rp 643.671,000
Jumlsh Tindak Lanjut Hasil Pemerikssan
(TLHF) BPK yang diselesaikan OEHE By 10T 0RIE)
Jumlah Sidang Majelia Kehormaten Hedeim 11 LEP Rp  21.071.000

yang dilaksanakan

Jumlak Avggamn : Rpl.711.425.000,-

Progran ; Dukungan manajemen dan dokungan tgknis lannya




PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH |
TAHUN 2019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah | Badan Pengaw=san Mahkamah Agung RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintah yang efektlf, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
bawah ini

MNama : Dr. Drs. H. Muh, Abduh Sulaeman, S.H, MH

Jabatan : Inspektur Wilayah | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Setanjutnyas dizebut plhak pertama

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.

Jabatan i Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R

Selaku atasan langsung plhak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Plhak pertama pada tahun 2019, dengan inl bernanji akan mewujudkan target kinerja {shunan sesual lampiran perjanjian inl dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telsh ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagslan pencapalsn
target kinerja tersebut merjadi tanggung jawab pthak pertama,

Pihak kedua akan memberikan supervisi yvang diperlukan serte akan melakuken evaluesi akuntabilles kinerja lerhadap capalan kinerja dari
perenjian ini dan mengambil tindakan yang dipedukan daiam rangka pemberan penghargaan dan sanksl,

Jakarta, 28 Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan Inspakiur Witayah |
Mahkamah Agung RI Badan Pangawesan Mahkamah Agung RI
Pihak Partama

Pihak Kedua
,ﬂ% 1
—1

" Nugroho Selladji, S.H l T Dr. Dy, H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H,, MH




PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH | BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

]

SASAHAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ ANGGARAN
Tearselengparanya penanganen | Pertentase  pengaduan  vang  dapat 100% Penpavwessan -
pengsduan  yang wansparan, efekTif | ditindakianmoti (Surat Pengaduan) Pelakzanaan Teokniz,
dan eficien | Pergentaze  penpadunn  yang  selessd 100%% Adminigtraei Peeadilan, | Rpl.6s6, 704,000
. ditimdakianjuti dan dipohlikasi (kasus) Adiministrasi Umum, | _
Tersolenggaranya efeklifitos, efisiensl | Jumlah  Pengedilan  yvang  dilakukan Penanganzn Pengaduan | Rp 644665000
dan skuntahifitas penyelonggaraan | pengawakan reguler 15 L
mangjomen peradilan dan administasi | fymlah  Peogadiln  yang  dilebukan Rp S01486.000
umum pemerikeaan kinerja dan integrites 5 LA

fumlah Pengacilan yang dilabukan audit | LHP Rp  33390.000
barang dan [asa

Jurtlsh Satuan Kera yanp dilakoekan Ep 12BE56.000
pemeriksaan keusngan 4 LiT

Jumlah Ewvaluasi LEJIP vang selesal 20 LHE Rp 31986000

dilpkukan

Jumlnh Anggaren | Rp3.407.087.000,-

Progrom : Pengpawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peraditan, Adminiseasi Umum, Penanganan Pengadoan



PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH 1I

TAHUN 2019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah Il Badan Pengawasan Mahkamah Agung R

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

E‘Eiﬂf; rangka mewuudikan manajémen pemerintah yang efeklif, transparan, dan akuntabe! serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di
awah ini |

Nama . Aviantars, SH., M.Hum

Jabatan : Inspakiur Wilayah || Badar Pengawasan Mahkamah Agung Ri
Sefanjuinya disebul plhak pertama

Nama ' Nugroho Seliadji, S.H.

Jabatan . Kepala Badan Pengawasan Mahkemah Agung RI

oelaku atasan [angsung plhak periama, selanjutnya disebut plhak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tshunan sesual lampiran perjanjian inl dalam rangka

mencapal targat kinerja jangka mengngah eapert] yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagslan pencapalan

target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan suparvisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluesi akuntabliitas kinerja terhadap capalan kinerja dari

perjenjian inl dan mengambil tindakan yang diperfukan dalam rangka permberian pengheargaan dan sankai,

Jakarta, @ Januarl 2019

Kepala Badan Pengawasan Inspakiur Wilayah ||
Mahkamah Agung RI Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl
Pihal Pertama

Pihak Kedua
Mj

Nugroha Setiad)), &I«- i Aviantara, 5.1, M.Hum




PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH |l BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

. ANEGARAN

SASARAN STRATEGIS AINDEKATOR KINERIA TARGET |  PROGRAM!
KEGIATAN
Terselengmaranya pendnganan | Persentasze  pengaduan  yang  dapat 100%, Pengawasan -
pengaduan yong ftransparan, ofekif | ditindaklanmti Pelakzanaan Teknis,
dan afisien {Surat Pensaduan) = _ | Administrzssi Peradilan,
Persentase  pengaduan  vang  sclesal 100%; Administras Umuom, Rpl B25.285.000
ditindaklanjuti dan dipablikasi M'enanganan Pengaduan
{kasus) ==
Temelengraranya cfeknifitas, efisiensi | Jumlah  Pengadilan vangz  dilakokan
dan gkunizhilitas pemyelenggaraan | pengawasan reguler . 14 T:II_P Rp 441.345.000
manajemen peradilan dan administrasi | Fumish ~ Pengadilan  yang  dilakvhkan _
RHE LTy pemarikeasn kinera dan interritss I5LHP Rp ¥28.366.000
Jumiah Pengadilan yang difakukan audit
barung dan pse M awdil kepegawuian L LIE Ep 28.012.000
Jumigh Haman Kcpa vang dilakokan
1 2 LHP Bp 96.923.000
Jumish Evahiesi LEIP wang solesgai | 25 LHE Rp 126.995.000
dilakirkan

Fumiah Anggaran : Rp3.447.433.000,-

Program : Pengawaszn Pelaksanaan Teknis, Adminisirasi Peradilan, Administrasi Umam, Penanganan Pengaduan




PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH I}
TAHUN 2019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah 1l Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013

EE|EI';‘I1 rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hesil, yang berlanda tangan di
bawah ini ;

Nama . H. I1swan Herwin, S.H., MH

Jabatan ! Inspaktur Wiayah || Badan Pangawasen Mahkamah Agung RI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nugroho Setiad)i, S H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, salanjuinya disebut pihak kedua
Pihak perfama pada tahun 2019, dengan ini beranj akan mewujudkan target kinera lahunan sesual lampiran perjanjian inl dalam rangka
mencapei target kinerja jangka menenpah sepertl yang telah ditelapkan dalam dokumen psrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaien

target kinerja tersabut manjadi fanggung jawab pibak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan seria akan melakukan evaluasi akuntabilitas kineria terhadap capaian kinarga dari

peranjian ini dan mengambil tindakan yang diperukan dalam rangxa pembedan penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 28 Januari 2019

ktur Wilayah 11

Kepala Badan Pengawasan inspe
kemah Agurg RI

Mahkamah Agung Rl Baden Pengaw

Pihak Kadua
Nugroho Setiad) S.J-L =t H. iwe in. S.H., M.H




PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH Il BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA TARGEY PROGRAM/ ANGGARAN
KECIATAN
Temelenpraranya penanganan | Persentase  penpaduon yang  dapat 100% Pengawasan
pengaduan yang transparan, efeltif | ditindaklanjoti (Sevat Penpaduan) Pelaksanmnn Teknis,
dan efisign Persenfase pengaduan  vang  selesai 100% Administrasi Peradilan, | Rpl400.472.000
ditindaklanjuti dan dipublikasi (kesus) Administrasi Umnuam,
Tersclengpamnya efektifitas, efisicnsi | Jumiah  Pengadilan  yang  dilskukan 15 LHP Penanganan Pengaduan | Rp 874.627.000
dan amnmiabilitas peovelenggarian  penZawassn reguler .. _
manajemen peradilan dan administasi | Jamlah  Pengadilan  yang  dilskukan Rp 916287000
unean pemcriksaan kincrja dan integrites ATHE
Tumlah Pengadilan yang dilakukan audit Kp 37 008 000
sl om | LHP
Jumlak Salvan Kena yang dilekukan Bp 64595000
pemenissan kesangan 1LHP
Jumlah Evalms LEIP yong selesa Rp 31.968.000

dilalonboan

19 LHE

Fumlah Anggaran - Rp3.324,957.000,-

Program : Pengawasan Pelaksangan Teknis, Administrasi Pecadilnn, Administrasi Umnny, Penanganan Péngadunn




PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH IV

TAHUN 2019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah [V Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemerintah yang efekllf, {ransparan, dan skuntabel serts berorlentasi pada hasil, yang berfanda tangan di
bawah ini

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarte, 5. H., M.Hum

Jabatan : Inspektur Wiiayah IV Badan Pangawasan Mahkamah Agung Rl
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nugroho Setladji, 5.H,

Jabatan ; Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung plhak perlama, selanjutnya disebut plhak kedua
Pihak pertama pade tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tehunan sesual lampiran pedanjian inl dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah sepertl yang telah gitetapkan dalam dokumen parencanaan Keberhasllan dan kegagalan pencapalen

target kinarja tarsabyt marjadi tanggung jaweb pinak perlama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakuken evaliasl akuntabilifas kinera terhadap capalan kinerja den

perjenjian inl dan mangambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberlan panghargaan dan sanksl,
Jakarta, ¥ Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan Inspaklur Wilayah IV
Mahkamah Agung RI Badan Pengawasan Mahkamah Agung R

Pihak Kedua Pibak E&rhma

< e
"3 H. Dwilrss Budl Santiarto, 8.H., M.Hum

Nugraho Sefiad], S.



PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH |V BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ ANGGARAN
: ' KEGIATAN T
ITmuhnggurm:,ru pecnanganen | Persentese  pengadosn yang  dapat 100 Pengewresen T
| pengaduan  yaag transparan, cfektif | ditindaklanjut Pelaksanaan Teknis,
den chsico (Surat Pengaduan) = Administrasi Peradilan,
Persentase  pengadusn  vang  selesal 100% Adminigtragi Umuom,
ditindaklanjull dan dipublikasi Penanganan Pengadizan Epl 247 380.000
| [Kazas)
Terselenggaranys efeknfims, efisiensi | Jumish Pengadilan wvang dilakukan
dan akuntahilitas  penyelenggaraan | pengawasan reguler 10 LHF Bp S65817.000
munsjernen peradilan dan administasi | Jumish Pengadilan yang  dilzkuken
;mhh;::ﬁ]u}mg dilakukan audit | LHP Rp 35264000
L”'H':F:hﬂ mi’; Ry - g lakakan 11HP Bp 73352000
Jumlah Ewvaluasi LEjIP e
i e e T Ep 39362000

Jumlah Anggaran : Rp2.547.082.000,-

Progmm « Pengawasan Pelakssnasn Teknis, Admnistrosi Peradilan, Administrasi Umuam, Menanganan Pengaduan
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